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Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan 
semesta alam karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya 
sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Efektivitas 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Penanganan Perkara”, sebagai salah satu syarat guna 
menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin.  
Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam 
menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya 
mengenai penanganan perkara persaingan usaha. 
Peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi 
ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga 
segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu peneliti 
harapkan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya. 
Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam 
penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua 
orang tua peneliti, Ayahanda Ir. Sangadji A.F serta Ibunda Sitti Syamsiar 
Sakar yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dan cinta yang 
tulus tanpa pamrih dalam merawat, mendidik dan membesarkan peneliti 
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serta memotivasi dan mendukung setiap langkah yang peneliti tempuh. 
Kepada Adik peneliti, Nirwana Gandhi yang menemani hari-hari peneliti, 
memberikan motivasi dan dukungannya. Semoga keluarga kita senantiasa 
dalam lindungan Allah SWT untuk tetap menjadi keluarga yang satu dan 
bahagia. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga peneliti tujukan 
kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Musakkir S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. 
Oky D. Burhamzah S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan 
kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini; 
2. Bapak Dr. Hasbir Paserangi S.H., M.H., Ibu Ratnawati S.H., M.H., 
dan Ibu Rastiawaty S.H., M.H. selaku Penguji yang telah 
memberikan masukan dan saran dalam perbaikan proposal dan 
skripsi peneliti; 
3. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta jajarannya; 
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin beserta jajarannya; 
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas 
curahan ilmu yang diberikan selama masa pendidikan peneliti di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; 
6. Bapak Muh. Imran Arief S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik atas 
waktu dan nasihat yang diberikan pada peneliti; 
 vii 
 
7. Para staf akademik, kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah 
banyak membantu peneliti; 
8. Bapak Abdul Hakim Pasaribu S.E., Ak., M.E. selaku Kepala Kantor 
Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Makassar, 
atas waktu, informasi, dan data-data yang diberikan kepada peneliti 
untuk kepentingan penelitian dan penyusunan skripsi; 
9. Kak Dian Kustiah Marto S.E., dan Kak Rannysa S.E., selaku Staf 
Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Makassar yang senantiasa membantu peneliti dalam 
mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penelitian dan penyusunan skripsi; 
10. Keluarga besar tercinta, kakek, nenek, om, dan tante, serta sepupu-
sepupu peneliti atas motivasi dan dukungannya; 
11. Sahabat-sahabatku terkasih, Via Fitria, Khalida Yasin, Evi Efrina, 
dan Sadriyah Mansur yang senantiasa memberikan perhatian untuk 
membantu, memotivasi, mendukung setiap langkah peneliti, 
menemani hari-hari peneliti, dan menjadi pendengar setia atas 
keluh kesah peneliti. Terima kasih atas doa, semangat dan  
kebersamaan kalian, semoga sukses yang kita cita-citakan dapat 
segera tercapai; 
12. Teman-teman seperjuanganku Megawati, Alfianti Alimuddin, Akmal, 
Nurhikmah Nurdin, Dathiesa, Evi Arifin, Indah, serta semua teman-
teman Doktrin 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
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13. Kakak-kakakku Eko Purnomo, Stefani Andarias, Reskiawati Solo, 
dan Natalia Andarias, terima kasih atas bimbingan dan 
kebersamaannya; 
14. Rekan-rekan KKN reguler gelombang 82 Tahun 2012, terima kasih 
atas kebersamaan dan pengalamannya. 
Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 
yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu 
dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala 
kebaikan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan limpahan 
perlindungan dan kasih sayang-Nya. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 
 
Makassar, 7 Maret 2013 
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Dewi Sri Hadrianingsih, B11109311, Bagian Hukum Acara 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Efektivitas Peraturan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara, di bawah bimbingan Musakkir sebagai 
Pembimbing I dan Oky Deviany B sebagai Pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas 
Peraturan Komisi No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara 
dalam penanganan perkara persaingan usaha. Selain itu juga untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam penanganan perkara persaingan usaha. 
 
Penelitian dilakukan di Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis 
dimana teknik pengumpulan data didasarkan atas data primer dan data 
sekunder yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah penelitian serta didukung data kepustakaan. 
Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan 
metode kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. 
 
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain : (1). Penerapan Peraturan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara masih belum efektif. Peneliti menemukan adanya 
kekurangan dari substansi peraturan tersebut, yakni tidak adanya 
pengaturan mengenai jangka waktu perpanjangan penyelidikan. Selain itu 
masih kurangnya kesadaran para Terlapor dan Saksi dalam memenuhi 
kewajiban mereka untuk hadir dalam setiap panggilan Komisi. (2). Faktor 
yang mendorong kelancaran tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
dalam penanganan perkara persaingan usaha yaitu adanya kesadaran 
masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran undang-undang, serta 
proaktif dari Pelapor dalam memberikan keterangan terkait laporan dugaan 
pelanggaran, melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan, serta 
mengikuti semua prosedur yang ditentukan komisi dalam penanganan 
perkara. Sedangkan faktor yang menghambat tugas Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam penanganan perkara adalah hambatan dalam 
proses Penyelidikan dan Pemeriksaan Sidang Majelis Komisi, yakni berupa 




B A B 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia usaha/bisnis yang pesat dan semakin 
kompetitifnya situasi pasar tentunya akan mendorong para pelaku usaha 
untuk terus mencari jalan agar tetap dapat bertahan dan memperoleh 
kekuatan pasar. Cara sehat yang dilakukan pelaku usaha akan 
memberikan pengaruh baik dalam dunia usaha/bisnis, sebaliknya cara 
tidak sehat yang dilakukan pelaku usaha dapat memicu terjadinya 
persaingan usaha tidak sehat, dan dapat menjadi sebuah perkara 
persaingan usaha. 
Dalam usaha penyelesaian masalah yang timbul di bidang 
persaingan usaha diperlukan suatu tata cara dalam penanganan perkara 
di bidang persaingan usaha. Salah satu instrumen hukum yang 
diberlakukan pemerintah di bidang persaingan usaha yakni Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Antimonopoli. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang 
tersebut maka dibentuk suatu lembaga independen yaitu Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU atau yang selanjutnya 
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disebut Komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh 
pemerintah dan pihak lain, serta bertanggungjawab kepada Presiden.  
Selain tata cara penanganan perkara yang diatur dalam undang-
undang antimonopoli, Komisi juga telah menetapkan Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara yang selanjutnya disebut Peraturan Komisi. 
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Penanganan Perkara 
merupakan salah satu instrumen hukum dalam upaya penegakan hukum 
persaingan usaha yang digunakan sebagai sumber hukum acara dalam 
penanganan perkara oleh KPPU.  
Ruang lingkup Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 ini yakni 
meliputi pengaturan mengenai tata cara penanganan perkara yang 
meliputi penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor, penanganan 
perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan 
penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi. Penanganan perkara 
berdasarkan Laporan Pelapor terdiri atas tahap sebagai berikut: 1) 
Laporan, 2) Klarifikasi, 3) Penyelidikan, 4) Pemberkasan, 5) Sidang 
Majelis Komisi, dan 6) Putusan Komisi. Penanganan perkara 
berdasarkan Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas 
tahap sebagai berikut: 1) Laporan, 2) Klarifikasi, 3) Sidang Majelis Komisi, 
dan 4) Putusan Majelis Komisi. Kemudian untuk penanganan perkara 
berdasarkan inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut: 1) Kajian, 
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2) Penelitian, 3) Pengawasan Pelaku Usaha, 4) Penyelidikan, 5) 
Pemberkasan, 6) Sidang Majelis Komisi, dan 7) Putusan Komisi.  
Untuk menilai efektivitas penerapan Peraturan Komisi No.1 Tahun 
2010 dalam penanganan perkara persaingan usaha tentunya terlebih 
dahulu harus diketahui tujuan diundangkannya peraturan komisi ini, 
karena efektivitas secara umum yakni menunjukkan seberapa jauh 
tercapainya suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan. Tujuan 
dan atau dasar pertimbangan diundangkannya Peraturan Komisi yakni 
untuk meningkatkan kualitas dan transparansi penanganan perkara oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sehingga dalam menilai efektif 
tidaknya Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 dalam penanganan perkara 
maka yang menjadi tolak ukur adalah tercapainya tujuan 
diundangkannya peraturan komisi tersebut. Jadi efektivitas yang 
dimaksud dalam hal ini adalah tercapainya tujuan Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010 untuk meningkatkan kualitas dan transparansi dalam 
penanganan perkara oleh Komisi. 
Salah satu penerapan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 dapat 
dilihat dalam  penanganan perkara No. 12/KPPU-L/2011 tentang Dugaan 
Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 terkait dengan 
Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Somatic 




Adapun isi dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
yakni  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 
mengatur dan atau menentukan pemenang tendersehingga dapat 
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” 
 
Lebih lanjut, yang dimaksud Persekongkolan Horizontal adalah 
persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang 
dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa 
pesaingnya. sedangkan Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan 
yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau 
penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau Panitia lelang atau 
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 
Dalam perkara tersebut terdapat 6 Terlapor yakni PT Supin Raya; 
PT Anugerah Langgeng Sentosa; PT Istana Bunga Baru; Muchtar Bello 
selaku Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat; Ir. Abd. Waris 
Bestari selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender Kegiatan Gerakan 
Nasional Kakao; dan Panitia Tender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional 
Kakao Tahun Anggaran 2010. Perkara ini berkaitan dengan adanya 
Persekongkolan Horizontal antara PT. Supin Raya dan PT. Anugerah 
Langgeng Sentosa, dan adanya Persekongkolan Vertikal yang dilakukan 
oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Pejabat 
Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan Sulbar tahun 2010 bersama-
sama dengan Panitia Tender Ulang memfasilitasi PT. Supin Raya 
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sebagai pemenang Tender Ulang Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit 
Kakao Somatic Embriogenesis (SE). 
Dalam proses perkara, para terlapor menyerahkan kesimpulan hasil 
persidangan yang memuat beberapa hal sebagai berikut : 
1. Bahwa Terlapor ingin memperjelas apakah Perkara Nomor 12/KPPU-
L/2011 didasari oleh penyelidikan yang benar dan jelas, mengingat 
sesuai surat panggilan yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Nomor 
12/SJ/I/2011 tertanggal 6 Januari 2011 tertera bahwa terkait kegiatan 
Tender Gernas Kakao Satuan Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Barat 
didasari oleh Penyelidikan Nomor 41/Lid-L/XII/2010 dan seterusnya, 
Kalau kita mengikuti kode surat di atas berdasar atas angka romawi 
XII artinya pada bulan Desember 2011, apakah dibolehkan sebuah 
dugaan pelanggaran dilakukan penyelidikan selama hampir satu 
tahun, sampai sebelum adanya panggilan Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan Sidang Majelis Komisi I, Terlapor tidak pernah 
mendapatkan perkembangan Laporan Hasil Penyelidikan. Hal ini 
membuktikan bahwa kerja-kerja Investigator tidak memenuhi prinsip 
due process law, cenderung sepihak dan tidak berimbang; 
2. Mengenai surat Penyelidikan No. 41/Lid-L/XII/2010 sangat jelas 
dikeluarkan pada Bulan Desember berdasarkan angka Romawi XII, 
artinya ada 11 bulan proses ini berjalan didasari atas penetapan KPPU 
No: 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tertanggal 24 November 2011 yang 
ditandatangani ketua KPPU Muhammad Nawir Messi.Halini perlu 
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dicermati mengingat standar waktu proses penyelidikan yang tidak 
jelas membuat ketidakpastian hukum bagi para Terlapor;  
Berkaitan dengan 2 hal di atas, jangka waktu penyelidikan dapat 
diketahui dengan melihat pada Pasal 38 Peraturan Komisi berikut: 
(1) Unit kerja yang membidangi investigasi wajib menyampaikan 
perkembangan hasil Penyelidikan kepada Komisi paling lama 60 
(enam puluh) hari sejak dimulainya Penyelidikan.  
(2) Komisi dapat menghentikan Penyelidikan atau memperpanjang 
waktu Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi di atas memberikan 
ketidakpastian hukum karena tidak menyebutkan dengan jelas berapa 
lama perpanjangan waktu penyelidikan. 
3. Bahwa penetapan KPPU No. 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tentang 
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No.12/KPPU-L/2011 tertanggal 24 
November 2011 dikaitkan dengan Keputusan Majelis Komisi Perkara 
No.12/KPPU-L/2011 Nomor 01/KMK/Kep/XII/2011 tentang jangka 
waktu pemeriksaan yang dimulai dari tanggal 17 Januari 2012 sampai 
dengan 28 Februari 2012 menyalahi ketentuan pasal 49 ayat 1 
Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010, dimana Majelis Komisi wajib 
melakukan pemeriksaan Pendahuluan 7 hari setelah ditetapkannya 
Keputusan Komisi. Artinya dari tanggal 24 November 2011 
seharusnya pemeriksaan dimulai pada tanggal 7 Desember 2011 
bukan 17 Januari 2012.  
 7 
 
Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi 
mengatur : 
“Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan 
palinglama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan 
Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).” 
 
Pasal 42 ayat (1) : 
“Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua 
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan 
Keputusan Komisi.” 
 
4. Mengenai pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi dalam penetapan 
KPPU Nomor 19/KPPU/Pen/III/2012 Tentang pemeriksaan Lanjutan 
Perkara No.12/KPPU-L/2011 jelas pemeriksaan lanjutan dimulai pada 
bulan Maret 2012 berdasarkan angka romawi III, dimana jelas dalam 
pasal 57 ayat 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 jangka waktu 
pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari dan dapat diperpanjang selama 
30 hari. Artinya kalau dihitung berdasarkan tanggal 30 Maret 2012 
dihitung 60 hari jatuhnya pada tanggal 25 Juni 2012 dan perpanjangan 
30 hari dimulai dari 26 Juni 2012 sampai 6 Agustus 2012. 
Pasal 57 ayat (2) : 
“Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan 
dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.” 
 
Berkaitan dengan kesimpulan hasil persidangan dari para terlapor 
di atas banyak mempertanyakan mengenai penanganan perkara yang 
tidak sesuai dengan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, terutama 
mengenai jangka waktu proses penanganan perkara. Hal ini tentunya 
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bertentangan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Komisi No. 1 Tahun 
2010, yakni untuk meningkatkan kualitas dan trasparansi penanganan 
perkara. Selain itu dalam hal ini para anggota komisi yang menangani 
perkara persaingan usaha juga memiliki peran besar dalam 
meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Adapun rumusah masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1) Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 dalam penanganan perkara 
persaingan usaha? 
2) Bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam penanganan perkara persaingan usaha?   
1.3.  Tujuan Penelitian 
Mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu : 
1) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 dalam 
penanganan perkara persaingan usaha. 
2) Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh bagi 





1.2. Kegunaan Penelitian 
1) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik 
membangun bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, agar lebih 
memerhatikan efektivitas dan penerapan Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 dalam setiap 
penanganan perkara persaingan usaha demi peningkatan kualitas 
dan transparansi penanganan perkara. 
2) Diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang sedang 
menghadapi perkara dibidang persaingan usaha agar lebih 
memahami penanganan perkara persaingan usaha berdasarkan 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010. 
3) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah 
pengetahuan bagi masyarakat dan bagi Mahasiswa Fakultas 
Hukum pada khususnya mengenai efektivitas penerapan Peraturan 










B A B  2 
TINJAUAN  PUSTAKA 
2.1.  Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
Berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan 
kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha guna memastikan dan melakukan pengawasan 
terhadap dipatuhinya ketentuan dalam undang-undang antimonopoli 
tersebut (Hermansyah, 2009:80). 
Peraturan mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat 
dilihat dalam undang-undang antimonopoli maupun dalam peraturan 
komisi. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Pasal 1 
angka 18 Undang-Undang Antimonopoli yaitu : 
“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang 
dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat”. 
 
Hikmahanto Juwana (2003:27) berpendapat, sebagaimana 
layaknya komisi pengawas persaingan usaha di Negara lain, Komisi juga 
diberikan kewenangan dan tugas yang sangat luas, yang meliputi wilayah 
eksekutif, yudikatif, legislatif serta konsultatif. Kewenangan-kewenangan 
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tersebut membuat komisi dapatdikatakan memiliki fungsi menyerupai 
lembaga konsultatif, legislatif , yudikatif, maupun eksekutif. 
Binoto Nadapdap (2003:17, 19) menyatakan,  
“Komisi dapat dikatakan memiliki kewenangan yang menyerupai 
lembaga konsultatif, karena salah satu tugas komisi adalah untuk 
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah berkaitan 
dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. dalam 
hal ini komisi secara tidak langsung berperan dalam pembentukan 
kebijakan pemerintah (Policy Advisory) khususnya untuk 
menghindari kebijakan kontra kompetitif yang tanpa sadar seringkali 
diambil oleh pemerintah.Sedangkan kewenangan komisi yang juga 
dianggap menyerupai lembaga yudikatif adalah kewenangan komisi 
untuk melakukan fungsi-fungsi penyelidikan, serta memutus bahkan 
menjatuhkan hukuman administratif atas perkara-perkara yang 
diperiksanya termasuk memberikan sanksi berupa pemberian ganti 
rugi. Kewenangan lain yang dapat dikatakan menyerupai lembaga 
legislatif karena berdasarkan kewenangannya, komisi dapat 
membuat peraturan-peraturan yang tidak hanya berlaku internal, 
namun juga berlaku eksternal yang mengikat publik. Sedangkan 
kewenangan yang menyerupai lembaga eksekutif dapat terlihat 
pada kewenangan komisi untuk dapat melaksanakan atau 
mengeksekusi kewenangan yang diberikan undang-undang 
antimonopoli serta peraturan turunan lainnya dalam rangka 
pengimplementasian hukum persaingan usaha di Indonesia.” 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkedudukan di Ibukota 
Negara Republik Indonesia. Apabila diperlukan, komisi dapat membuka 
kantor perwakilan di kota propinsi. Selanjutnya mengenai status, 
keanggotaan, tugas maupun wewenang komisi yakni sebagai berikut :  
2.1.1. Status KPPU. 
Mengenai status Komisi diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang 
Anti Monopoli, yakni: 
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk komisi 
pengawas persaingan usaha yang selanjutnya disebut komisi. 
 12 
 
(2) Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari 
pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. 
(3) Komisi bertanggung jawab kepada presiden. 
Berdasarkan isi pasal diatas, dapat diketahui bahwa komisi adalah 
lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menangani, 
memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat 
dipengaruhi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun pihak lain 
yang memiliki conflict of interest, walaupun dalam pelaksanaan 
wewenang dan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Komisi 
juga adalah lembaga quasi judicial yang memiliki kewenangan 
eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha (Hermansyah, 
2009:73). 
Presiden Republik Indonesia secara eksplisit menegaskan kembali 
kemandirian Komisi dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 
75 Tahun 1999, yang merupakan penegasan secara formal kewajiban 
pemerintah untuk tidak mempengaruhi komisi dalam menerapkan 
undang-undang. Penekanan ini menunjukkan pentingnya arti 
kebebasan komisi yang juga diakui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan pemerintah. (Suyud Margono, 2009:140). 
Dalam Pasal 35 huruf g, komisi diwajibkan memberikan laporan 
secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. 
Walau demikian, menurut Suyud Margono (2009:141) komisi tetap 
bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, sehingga kewajiban 
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untuk memberikan laporan semata-mata merupakan pelaksanaan 
prinsip administrasi yang baik. 
2.1.2. Keanggotaan KPPU. 
Mengenai keanggotaan Komisi diatur dalam Pasal 31, 32, dan 33 
Undang-Undang Antimonopoli sebagai berikut : 
Pasal 31 :  
“(1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 
seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurangnya-
kurangnya 7 (tujuh) orang anggota. 
(2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 
atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(3) Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan 
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan 
berikutnya. 
(4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi 
kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan 
anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota 
baru.” 
Pasal 32 : 
“Persyaratan keanggotaan Komisi adalah: 
a. Warga Negara Republik Indonesia, berusia sekurang-
kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggitingginya 60 
(enam puluh) tahun pada saat pengangkatan; 
b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 
c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
d. Jujur, adil dan berkelakuan baik; 
e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia; 
f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai 
pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau 
ekonomi; 
g. Tidak pernah dipidana; 
h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan 
i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.” 
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Anggota komisi tidak diperbolehkan terafiliasi dengan sebuah 
badan usaha adalah untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan. 
Benturan kepentingan yang dimaksud yakni benturan antara 
kepentingan sebagai anggota komisi dan kepentingan dengan badan 
usaha dimana ia terafilisi (Binoto Nadapdap, 2003:22). 
Kemudian mengenai berhentinya anggota komisi diatur dalam 
Pasal 33 Peraturan Komisi sebagai berikut: 
Pasal 33 :  
“Keanggotaan Komisi berhenti, karena: 
a. Meninggal dunia; 
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 
c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik 
Indonesia ; 
d. Sakit jasmani atau rohani terus menerus; 
e. Berakhirnya masa jabatan kenggotaan Komisi; atau 
f. Diberhentikan.” 
2.1.3. Tugas KPPU. 
Mengenai tugas Komisi selain diatur dalam Undang-Undang 
Antimonopoli, juga diatur dalam Peraturan Komisi. Tugas Komisi dalam 
Undang-Undang Antimonopoli diatur pada Pasal 35, yakni : 
“ Tugas Komisi meliputi: 
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat 
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 
4 sampai dengan pasal 16; 
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau 
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya 
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24; 
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c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya 
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan 
pasal 28; 
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi 
sebagaimana diatur dalam pasal 36; 
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan 
pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan 
Undang-undang ini; 
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi 
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.” 
Sedangkan dalam Peraturan Komisi diatur mengenai tugas para 
anggota komisi, yakni tugas Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi dan 
Majelis Komisi dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. 
Pasal 3 ayat (1)  Peraturankomisi mengatur bahwa : 
“Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh 
kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-
prinsip efektifitas dan transparansi”. 
Pasal 4 ayat (1)  Peraturankomisi mengatur bahwa : 
“Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang 
KetuaKomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan 
olehWakil Ketua Komisi”. 
Pasal 5 ayat (2)  Peraturankomisi mengatur bahwa : 
“Majelis Komisi bertugas: 
a. Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan; 
b. Melakukan Pemeriksaan Lanjutan; 
c. Menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak 
terjadinya pelanggaran; 
d. Menjatuhkan sanksi; 
e. Membacakan Putusan Komisi”. 
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Syamsul Maarif dalam Diskusi Meja Bundar, mengatakan bahwa 
pada prinsipnya, komisi memiliki yurisdiksi yang luas dan memiliki 4 
tugas utama, yaitu (Hermansyah, 2009:74): 
a. Fungsi hukum, yaitu sebagai satu-satunya institusi yang mengawasi 
implementasi undang-undang antimonopoli; 
b. Fungsi administratif, disebabkan komisi bertanggung jawab 
mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukung; 
c. Fungsi penengah, karena komisi menerima keluhan-keluhan dari 
para pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan 
tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil 
keputusan; 
d. Fungsi polisi, disebabkan komisi bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan putusan yang diambilnya.  
2.1.4. Wewenang KPPU 
Mengenai wewenang Komisi diatur dalam Pasal 36 Undang-
Undang Antimonopoli, yakni : 
“Wewenang Komisi meliputi: 
a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha 
tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha 
dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan 
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 
sehat; 
c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap 
kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha 
tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku 
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usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari 
penelitiannya; 
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan 
tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat; 
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap 
orang yang dianggap mengetahui pelanggaranterhadap 
ketentuan undang-undang ini; 
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, 
saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud 
huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan 
komisi; 
h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya 
dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau 
alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian 
di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 
k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang 
diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan 
usaha tidak sehat; 
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada 
pelaku usaha yang melanggar ketentuanundang-undang ini”. 
Selain tugas dan wewenang diatas, dalam Pasal 34 ayat (2) diatur 
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh 
sekretariat. Selain itu apabila diperlukan, komisi juga dapat membentuk 
kelompok kerja untuk menangani perkara sulit untuk jangka waktu 
tertentu. Komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada asas 
keadilan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang (Suyud Margono, 




2.1.5. Fungsi KPPU 
Fungsi Komisi yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yakni : 
(1) Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan 
posisi dominan;  
(2) Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan; 
(3) Pelaksanaan administratif.  
2.1.6. Peran KPPU sebagai Council of Policy 
Selain menjalankan tugas utama mencegah terjadinya dan 
menindak pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak 
sehat, dalam upaya menegakkan undang-undang antimonopoli komisi 
juga menjalankan peran penasihat kebijakan (policy advisory) terhadap 
kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Suyud 
Margono berpendapat upaya ini sangat diperlukan dan penting 
mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan hal baru, baik 
bagi pemerintah sendiri maupun pelaku usaha, konsumen, maupun 
masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya menurut Suyud Margono 
(2009:164-165), peran komisi sebagai penasihat kebijakan sangat 
strategis dikaitkan dengan upaya menciptakan persaingan usaha sehat, 





2.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Suatu Peraturan 
Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang 
berarti berhasi, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Kata 
efektivitas berasal dari kata efek yang berarti pengaruh atau akibat, 
kemudian menjadi kata kerja efektivitas. Efektivitas adalah tindakan yang 
memiliki atau membawa pengaruh atau berpengaruh terhadap hasil yang 
benar-benar diinginkan, atau setidaknya berusaha mencapai hasil 
semaksimal mungkin  
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan 
ataupencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari 
produktivitas,yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang 
maksimal, yaitu pencapaiantarget yang berkaitan dengan kualitas, 
kuantitas dan waktu.Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan 
sampai seberapa jauhtercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 
ditentukan.Jadi, dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu dihubungkan 
dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Jadi, suatu peraturan dapat 
dikatakan berlaku efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan (Bastiantito.blogspot.com diakses pada 1/02/2013). Hal 
tersebut sesuai dengan efektivitas menurut Hidayat yang menjelaskan 
bahwa (Ilhamidrus.blogspot.comdiakses pada 1/02/2013) : 
“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa 
jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 





Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut 
(sarmyendrahendy.blogspot.comdiakses pada 1/02/2013) : 
“Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau 
keadaan, dimana dalammemilih tujuan yang hendak dicapai dan 
sarana yang digunakan, serta kemampuanyang dimiliki adalah 
tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil 
yang memuaskan.” 
 
Sedangkan menurut Friedman (Soeleman B. Taneka, 1993:50) 
efektivitas hukum adalah hal berlakunya hukum dan apabila hukum itu 
berlaku, maka dalam masyarakat dan atau lembaga dapat dikenali 
adanya perilaku hukum yaitu sesuai dengan hukum dan sikapnya tidak 
bertentangan dengan hukum. Efektifitas berfungsinya hukum dalam 
masyarakat juga tidak terlepas dari kenyataan apakah hukum tersebut 
benar-benar berlaku atau tidak. Mengenai berlakunya hukum sebagai 
suatu kaidah, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa agar kaidah 
hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat maka harus 
memenuhi 3 unsur berikut(Bagir Manan, 1995:22):  
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi, atau bila terbentuk menurut 
cara yang telah ditentukan atau ditetapkan, atau apabila menunjukkan 
hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya; 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut 
efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa,atau 
diterima dan diakui oleh masyarakat; 
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3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya hukum 
dibenarkan berlaku atas dasar keyakinan filosofis yakni bahwa kaidah 
hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif 
yang tinggi. 
Agar kaidah hukum dapat berfungsi secara efektif, maka kaidah 
hukum harus mengandung tiga unsur diatas, sebab apabila tidak 
terpenuhi dapat berakibat pelaksanaan kaidah hukum dalam masyarakat 
akan mengalami hambatan. 
Menurut Soerjono Soekanto (Achmad Ali, 2009:276-378), faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yakni : 
1. Faktor hukum itu sendiri atau Materi perundang-undangan itu sendiri. 
Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah 
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan 
substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik. Jika 
aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami 
secara pasti. 
2. Faktor penegak hukum. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya penegak hukum 
untuk menegakkan aturan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegak hukum dalam 




4. Faktor masyarakat, dimana kesadaran hukum dan ketaatan hukum 
masyarakat turut menentukan keberhasilan penegakan hukum. 
Menurut Krabbe, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-
nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 
tentang hukum yang diharapkan.  
5. Faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, 
mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, 
yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 
bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya dalam berhubungan 
dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis 
pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai 
apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. 
Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat karena menjadi 
hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari 
efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut 
faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini 
disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, 
penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan 
hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. 
Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah 
disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh. Semua 
faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. 
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Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya 
hukum dinilai dapat efektif (sarmyendrahendy.blogspot.com). 
2.3. Landasan Berlakunya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara. 
a. Landasan Yuridis. 
Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara adalah salah satu peraturan yang menjadi 
dasar hukum untuk beracara di KPPU. Menurut Johny Ibrahim 
(2006:38), Undang-Undang Antimonopoli No. 5 Tahun 1999 tidak 
mengatur mengenai hukum acara yang dipergunakan sebagai 
acuan untuk beracara di Komisi. Undang-undang tersebut tidak 
mengatur mengenai prosedur tata cara bertindak bagi komisi dalam 
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha 
dan para saksi, berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap 
undang-undang antimonopoli. Pengaturan mengenai hukum acara 
untuk penanganan perkara, undang-undang antimonopoli 
memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh komisi 
(Binoto Nadapdap, 2009:29).   
Karena undang-undang antimonopoli tidak mengatur tentang 
hukum acara yang berlaku didalam penyelesaian perkara di komisi, 
maka dasar hukum untuk beracara di komisi dapat ditemukan 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya 
adalah Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Dasar pertimbangan 
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diundangkannya Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 yakni 
Penanganan perkara persaingan usaha oleh Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha mengedepankan penerapan prinsip transparansi 
dan efektifitas penanganan perkara. Tidak ada penjelasan lebih 
lanjut tentang prinsip transparansi dan efektifitas baik dalam UU 
maupun dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 itu sendiri. 
Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha menjelaskan bahwa 
Transparansi dan efektifitas penanganan perkara oleh komisi 
mutlak didukung oleh kepastian tentang proses penanganan 
perkara agar setiap tahapan proses penanganan perkara menjadi 
lebih berkepastian dan terprediksi bagi masyarakat secara umum 
dan pelaku usaha khususnya. Oleh karena itu pada tanggal 6 
Januari 2010 diundangkan Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 
1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Dengan 
demikian Peraturan Komisi ini merupakan peraturan pelaksana dari 
Undang-Undang Antimonopoli No. 5 Tahun 1999 yang sifatnya 
mengikat, karena secara materil dan formil keberadaan Peraturan 
Komisi ini diperintahkan oleh undang-undang antimonopoli vide 
Pasal 38 ayat (4) (Ningrum Natasya Sirait, et. al., 2010 : 234). 
Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha juga menjelaskan 
mengenai ruang lingkup peraturan komisi yang meliputi (Ningrum 
Natasya Sirait, et. al., 2010 : 235) : 
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1) Pengaturan proses penanganan perkara melalui laporan, laporan 
dengan permohonan ganti rugi dan inisiatif KPPU; 
2) Penanganan perkara melalui Laporan terdiri atas tahap sebagai 
berikut: (1). Laporan; (2). Klarifikasi, (3). Penyelidikan, (4). 
Pemberkasan, (5). Sidang Majelis Komisi dan (6). Putusan 
Komisi (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi); 
3) Penanganan perkara melalui Laporan pelapor dengan 
permohonan ganti rugi terdiri atas tahap sebagai berikut: (1). 
Laporan; (2). Klarifikasi, (3). Sidang Majelis Komisi dan (4). 
Putusan Majelis Komisi (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Komisi) ; 
4) Penanganan perkara inisiatif terdiri atas tahap sebagai berikut: 
(1). Kajian ; (2). Penelitian (3). Pengawasan Pelaku Usaha, (4). 
Penyelidikan, (5). Pemberkasan, (6). Sidang Majelis Komisi, (6). 
Putusan Komisi (Pasal 2 ayat (4) Peraturan Komisi). 
b. Landasan Sisiologis. 
Landasan sosiologis artinya mencerminkan kenyataan yang 
ada atau yang hidup dalam masyarakat. Suatu peraturan harus 
dibentuk sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam 
masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan, tuntutan, 
maupun masalah-masalah yang dihadapi. Adanya masalah-
masalah persaingan usaha yang terjadi dalam masyarakat 
menjadikan suatu kebutuhan untuk menangani masalah yang ada 
oleh lembaga yang berkompeten. Kebutuhan itu berupa hukum 
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acara yang digunakan dalam penyelesaian masalah atau perkara 
persaingan usaha. Dibentuknya  Peraturan Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010  Tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. 
c. LandasanFilosofis. 
Landasan filosofis berhubungan dengan Rechtsidee dimana 
semua masyarakat memiliki cita-cita hukum, yaitu apa yang mereka 
harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, 
kesejahteraan dan sebagainya. Cita-cita hukum atau rechtsidee 
tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, 
pandangan terhadap individual atau kemasyarakatan dan 
sebagainya. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai tersebut, 
baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai  maupun sebagai 
sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Usaha 
menjaga agar kegiatan usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta 
berkembang  secara sehat dan benar adalah merupakan cita-cita 
hukum masyarakat yang sesuai dengan cita-cita keadilan sosial. 
Melalui Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara Persaingan Usaha diharapkan dapat 
memberikan kepastian hukum mengenai prosedur penanganan 
perkara yang adil dan transparan sehingga setiap pengaduan atau 




2.4. Penanganan Perkara Berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. 
Penanganan perkara dibidang persaingan usaha oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam peraturan 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara. Adapun Ruang lingkup penanganan perkara 
oleh komisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2  Peraturan Komisi 
No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yakni 
meliputi: 
1) Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor; 
2) Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor dengan 
permohonan ganti rugi, dan;  
3) Penanganan perkara berdasarkan inisiatif Komisi 
Adapun tahap-tahap penanganan perkara oleh Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dapat diuraikan sebagai berikut: 
2.4.1. Penyampaian Laporan. 
Penyampaian laporan diatur dalam Pasal 11 Peraturan Komisi 
yakni : 
Ayat (1) : 
“Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut 
diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat 
melaporkan kepada Komisi”. 
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Ayat (2) : 
“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar”. 
Selain orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga 
telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang,  pihak yang 
merasa dirugikan juga dapat menyampaikan laporan kepada komisi 
sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Antimonopoli 
berikut:   
Ayat (2) :.  
“Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran 
terhadap Undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis 
kepada Komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas 
tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang 
ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor”. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11 
Peraturan Komisi paling sedikit memuat (Pasal 11 ayat (3) Peraturan 
Komisi): 
a. Menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi; 
b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan 
cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran 
terhadap undang-undang; 
c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran; 
d. Menyampaikan salinan identitas diri Pelapor; dan 
e. Menandatangani Laporan. 
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Khusus bagi pelapor yang meminta ganti rugi, maka selain harus 
memenuhi ketentuan laporan diatas, juga wajib menyertakan nilai dan 
bukti kerugian yang dideritanya (Pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi). 
Laporan dapat disampaikan melaliu Kantor Perwakilan Daerah (Pasal 
11 ayat (5) Peraturan Komisi). 
Sebagai jaminan atas diri pelapor, komisi wajib menjaga 
kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi. Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa yang dapat menyampaikan laporan kepada komisi 
terbagi dalam 2 pihak yakni (Hermansyah, 2009:97): 
a. Setiap orang atau siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau 
adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu; 
b. Pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat 
pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang 
antimonopoli. 
2.4.2. Klarifikasi. 
Pengertian Klarifikasi dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Komisi 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani 
laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikasi 
laporan sebagaimana yang diatur Pasal 12 Peraturan Komisi 




a. Memeriksa kelengkapan administrasi laporan; 
b. Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor; 
c. Memeriksa kebenaran identitas terlapor; 
d. Memeriksa kebenaran alamat saksi; 
e. Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang 
dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan 
oleh pelapor; dan 
f. Menilai kompetensi absolut terhadap laporan. 
Jadi, kegiatan klarifikasi bertujuan untuk menemukan kejelasan 
dan kelengkapan laporan tentang dugaan pelanggaran atas undang-
undang antimonopoli. Hal ini perlu dilakukan agar laporan yang 
disampaikan oleh Pelapor sungguh-sungguh nyata dan dapat 
dipertanggungjawabkan (Hermansyah, 2009 : 100 ). 
Hasil dari kegiatan klarifikasi sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 12 Peraturan Komisi paling sedikit memuat pernyataan bahwa 
laporan merupakan kompetensi absolut komisi; menyatakan laporan 
lengkap secara administrasi; menyatakan secara jelas dugaan 
pelanggaran undang-undang dengan pasal yang dilanggar; dan 
menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan 
kepada atasan langsung untuk dilakukan Penyelidikan. Penghentian 
proses penanganan laporan dilakukan oleh unit kerja yang menangani 
laporan apabila laporan dianggap telah lengkap dan terbukti telah 
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terjadi pelanggaran. Selanjutnya hasil klarifikasi diberitahukan kepada 
pelapor oleh Pimpinan Sekretariat Komisi. 
Mengenai jangka waktu klarifikasi diatur dalam Pasal 14 
Peraturan Komisi. Dalam hal ditemukan laporan yang belum 
memenuhi ketentuan, unit kerja yang menangani laporan 
memberitahukan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama 10 
(sepuluh) hari sejak diterimanya laporan. Pelapor melengkapi laporan 
yang belum memenuhi ketentuan tersebut paling lama 10 (sepuluh) 
hari sejak dikembalikan. Jika Pelapor tidak melengkapi laporan dalam 
waktu yang ditentukan, maka laporan dinyatakan tidak lengkap dan 
penanganannya dihentikan. Namun Pelapor dapat mengajukan 
Laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap. 
2.4.3. Kajian, Penelitian, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam 
Penanganan Perkara Inisiatif. 
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi mengatur bahwa Komisi 
dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau 
informasi, tanpa adanya laporan tentang adanya dugaan pelanggaran 
Undang-Undang. Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari Hasil Kajian; Berita di 
media; Hasil Pengawasan; Laporan yang tidak lengkap; Hasil Dengar 
Pendapat yang dilakukan Komisi; Temuan dalam Pemeriksaan; atau 




a. Kajian komisi 
Kajian dalam Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Kajian 
untuk menganalisa sektor-sektor industri tertentu yang terkait 
dengan kepentingan umum dan efisiensi nasional dalam upaya 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Kajian sektor industri meliputi kegiatan paling sedikit sebagai 
berikut (Pasal 17 Peraturan Komisi): 
1) Mengumpulkan data dan informasi dengan tahapan: 
a. Melakukan studi literatur; 
b. Mengundang pemangku kepentingan; 
c. Melakukan penelitian lapangan;  
d. Melakukan Focus Group Discussion (FGD). 
2) Melakukan pengolahan data dan informasi yang diperoleh 
3) Melakukan analisa industri dan kebijakan; 
4) Mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran undang-
undang; dan 
5) Menyusun hasil kajian. 
Setelah melakukan kajian, Tim Kajian menyampaikan Laporan 
Hasil Kajian industri kepada Komisi dalam Rapat Komisi. Kriteria 
Laporan Hasil Kajian Industri yang dapat masuk ke tahap 
Penyelidikan yakni terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang 
dan pasal yang dilanggar; dan atau terdapat dugaan kinerja industri, 
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pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen 
(Pasal 19 Peraturan Komisi). 
b. Penelitian  
Penelitian dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring 
Pelaku Usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif.  
Untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran unit kerja yang 
menangani monitoring Pelaku Usaha melakukan serangkaian 
kegiatan paling sedikit sebagai berikut: 
a) Melakukan pengumpulan data-data dari Pelaku 
Usaha,pemerintah dan atau pihak lain; 
b) Melakukan survey pasar; 
c) Melakukan survey setempat; dan 
d) Melakukan penerimaan surat-surat tembusan dan atau informasi-
informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran 
Undang-Undang. 
Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha 
menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dalam 
Rapat Komisi.  Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha 
melakukan Penelitian dalam jangka waktu sesuai kebutuhan. 
Penelitian berakhir apabila Komisi memutuskan untuk 
menindaklanjuti dalam bentuk Pengawasan; atau menindaklanjuti 
dalam bentuk Penyelidikan. 
 34 
 
c. Pengawasan pelaku usaha  
Pengawasan Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan 
Komisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang 
menangani monitoring Pelaku Usaha untuk memperoleh data, 
informasi dan alat-alat bukti tentang ada tidaknya dugaan 
persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari Pelaku 
Usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran. 
Pengawasan Pelaku Usaha dilakukan dalam bentuk 
monitoring harga dan pasokan; wawancara; pertemuan dengan 
Pelaku Usaha yang bersangkutan; laporan berkala dari Pelaku 
Usaha setiap 6 (enam) bulan; meminta informasi dari Pelaku Usaha 
pesaing; dan meminta keterangan dari Pemerintah. Pertemuan 
dengan Pelaku Usaha untuk evaluasi data dan informasi hasil 
Pengawasan dilakukan paling lama sekali dalam 6 (enam) bulan, 
yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) anggota Komisi yang 
ditugaskan oleh Ketua Komisi (Pasal 26 Peraturan Komisi). 
Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha 
memnyampaikan Laporan hasil Pengawasan untuk disampaikan 








Pengertian Penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 
angka (6) Peraturan Komisi yakni :  
“Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai 
kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, 
hasil penelitian dan hasil pengawasan”.  
Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Investigator dalam Pasal 1 
angka (22) yakni : 
“Investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang 
ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan Penyelidikan 
atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada 
Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan 
menyampaikan kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan”. 
Sedangkan dalam undang-undang antimonopoli, penyelidikan 
diartikan sebagai tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh komisi sebelum memberikan putusannya terhadap 
dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang 
antimonopoli (Suyud Margono, 2009:154).  
Unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan Investigator 
untuk melakukan Penyelidikan terhadap hasil klarifikasi, laporan hasil 
kajian perkara inisiatif, laporan hasil penelitian perkara inisiatif, dan 
laporan hasil pengawasan perkara inisiatif sebagaimana yang diatur 





Langkah-langkah investigator dalam melakukan penyelidikan diatur 
dalam Pasal 31 Peraturan Komisi yaitu : 
Ayat (2) : 
“Investigator dalam melakukan Penyelidikan melakukan 
langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut: 
a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku 
Usaha, dan Pihak lain yang terkait; 
b. Memanggil dan meminta keterangan Saksi; 
c. Meminta Pendapat Ahli; 
d. Mendapatkan surat dan atau dokumen; 
e. Melakukan Pemeriksaan setempat; dan atau 
f. Melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat, dan 
atau dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat”. 
Dalam rangka penyelidikan, Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, 
Saksi, Ahli, dan Pihak lain yang terkait wajib memenuhi panggilan unit 
kerja yang membidangi investigasi dan wajib menandatangani Berita 
Acara Penyelidikan. Selain itu mereka juga wajib menyerahkan surat dan 
atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan kepada investigator 
(Pasal 32 sampai Pasal 34). Apabila diperlukan terlapor wajib 
menyerahkan dokumen asli data usaha kepada investigator. Namun 
dianjurkan agar investigator dapat mengembalikan data/dokumen 
tersebut secepat mungkin kepada terlapor (Suyud Margono, 2009:155). 
Dalam Pasal 35, apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain 
yang terkait, Saksi, Ahli :  
a. Tidak bersedia hadir, maka Komisi dapat meminta bantuan Penyidik 
untuk menghadirkan Terlapor. 
b. Tidak bersedia menyerahkan surat dan atau dokumen, maka Komisi 
melakukan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia melakukan penggeledahan dan penyitaan surat dan/atau 
dokumen. 
c. Tidak bersedia memberikan infomasi yang diperlukan dalam 
Penyelidikan atau menghambat proses Penyelidikan, maka Komisi 
dapat menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
d. Tidak bersedia hadir dan atau tidak bersedia menyerahkan surat dan 
atau dokumen dan atau tidak bersedia memberikan infomasi yang 
diperlukan dalam Penyelidikan atau menghambat proses Penyelidikan, 
dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. 
Dalam penyelidikan, investigator melakukan penilaian terhadap 
kejelasan dan kelengkapan laporan dugaan pelanggaran dan dibuat 
dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan, yang paling sedikit memuat 
identitas Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran, 
ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar, dan telah 
memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti. Kemudian Laporan 
tersebut diserahkan kepada unit kerja yang menangani pemberkasan 
dan penanganan perkara. Sedangkan untuk Laporan Hasil Penelitian 
yang tidak memenuhi ketentun peraturan dicatat dalam Daftar 




Jangka waktu penyelidikan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan 
Komisi menentukan bahwa Unit kerja yang membidangi investigasi 
wajib menyampaikan perkembangan hasil Penyelidikan kepada Komisi 
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya Penyelidikan.  
2.4.5. Pemberkasan  
Pemberkasan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Komisi adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani 
Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali 
Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan 
Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan.  
Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan 
Perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil 
Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil 
Penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan, 
disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Laporan 
Hasil Penyelidikan yang dinilai tidak layak untuk dilakukan Gelar 
Laporan, dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi 
untuk diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan. 
Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan 
Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran 
dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan. Rapat Komisi 
dilakukan untuk menyempurnakan atau menyetujui Rancangan 
Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran. 
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Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut Ketua Komisi 
menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dan disampaikan kepada 
Pelapor dan Terlapor. 
2.4.6. Sidang Majelis Komisi.  
Setelah dilakukan Klarifikasi, dalam proses penanganan perkara 
selanjutnya dilakukan Sidang Majelis Komisi. Sidang Majelis Komisi 
dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang 
terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan dan 
Pemeriksaan Lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti 
pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau 
tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan 
administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang. 
Hasil klarifikasi yang menyatakan laporan dianggap telah lengkap, 
merupakan kompetensi absolut komisi dan terbukti telah terjadi 
pelanggaran, kemudian laporan tersebut disampaikan dalam Rapat 
Komisi untuk mendapatkan persetujuan. Laporan dengan kerugian 
setelah disetujui oleh Rapat Komisi dilakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan 
Komisi. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan kemudian disampaikan 
kepada Pelapor dan Terlapor, dan dilakukan pembentukan Majelis 
Komisi. Majelis Komisi terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Anggota 
Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi. Untuk 
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melaksanakan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi dibantu oleh 
Panitera dengan pemberian surat tugas (Pasal 42 Peraturan Komisi). 
Mengenai Pemeriksaan dalam sidang majelis komisi, diatur 
dalam Pasal 43 Peraturan Komisi. Ketua Majelis membuka sidang 
majelis komisi dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam 
rangka memperoleh fakta-fakta persidangan majelis komisi 
melakukan: 
a. Memeriksa dan meminta keterangan dari : Terlapor, Pelapor, dan 
Saksi; 
b. Meminta Pendapat Ahli; 
c. Meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah; 
d. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti 
lain; 
e. Melakukan Pemeriksaan setempat terhadap kegiatan Terlapor atau 
pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran 
Dalam hal Terlapor atau Pelapor akan menyerahkan dokumen 
yang dikategorikan dalam dokumen rahasia, Terlapor atau Pelapor 
dapat meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk menyatakan 
Sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
(Pasal 43 Peraturan Komisi).  
Sidang Majelis Komisi dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor 
Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat 
lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh paling 
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sedikit 1 (satu) Anggota Majelis Komisi. Apabila diperlukan, Majelis 
Komisi dapat melakukan Pemeriksaan setempat yang dilakukan di 
lokasi dimana keterangan dan atau bukti terkait dengan dugaan 
pelanggaran dapat ditemukan (Pasal 44 Peraturan Komisi).  
Sidang Majelis Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 
(3) Peraturan Komisi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni 
pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan Pendahuluan 
Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi mengatur bahwa 
Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan 
pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan 
Pemeriksaan Lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk 
mendapatkan pengakuan dari Terlapor berkaitan dengan dugaan 
pelanggaran yang dituduhkan dan atau mendapatkan bukti awal 
yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 
Terlapor. 
Pemeriksaan laporan dengan kerugian diatur dalam Pasal 46 
Peraturan Komisi. Majelis Komisi menentukan jadwal pemeriksaan 
pendahuluan serta memanggil Pelapor dan Terlapor untuk hadir 
dengan surat panggilan yang patut. Kemudian Majelis memberikan 
kesempatan kepada Pelapor untuk membacakan Laporan Dugaan 
Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dan kerugian yang 
 42 
 
dialaminya. Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat 
mengajukan (Pasal 46 Peraturan Komisi):  
a. Tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran; 
b. Nama Saksi dan nama Ahli; dan 
c. Surat dan atau dokumen lainnya. 
Mengenai kehadiran Terlapor dan Pelapor dalam pemeriksaan,  
Dalam hal Pelapor dan atau Terlapor tidak hadir dalam sidang 
pertama, maka Majelis Komisi melakukan pemanggilan 1 (satu) kali 
lagi. Apabila Pelapor kembali tidak hadir dalam sidang kedua, 
Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir kalinya, dan 
jika Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Komisi dalam Rapat 
Komisi mengusulkan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat 
diterima. Dalam hal Terlapor kembali tidak hadir dalam sidang 
kedua, Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir 
kalinya dan jika Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Komisi dalam 
Rapat Komisi mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan 
(Pasal 47 Peraturan Komisi). 
Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Majelis Komisi 
dibantu Panitera menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 
Pendahuluan yang disampaikan pada Rapat Komisi. Laporan Hasil 





a. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; 
b. Tanggapan Terlapor terhadap Dugaan Pelanggaran; 
c. Nama Saksi, nama Ahli dan atau surat dan atau dokumen yang 
diajukan oleh Terlapor dan Investigator; 
d. Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan 
Lanjutan. 
Dalam hal Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan 
Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan 
Lanjutan. Susunan Keanggotaan Majelis Komisi tidak berubah 
kecuali terdapat Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau 
memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang 
ditanganinya, sehingga Ketua Komisi menetapkan Pembentukan 
Majelis Komisi baru (Pasal 48 Peraturan Komisi). Namun apabila 
komisi menetapkan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, 
maka pemeriksaan pendahuluan dihentikan dan perkara diakhiri. 
Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya pembentukan 
Majelis Komisi. Pemeriksaan Pendahuluan wajib telah selesai 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 






b. Pemeriksaan Lanjutan. 
Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan 
pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti 
pelanggaran. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 
Antimonopoli mengatur bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, komisi 
wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang 
dilaporkan. Dengan demikian, pelaku usaha diberikan kesempatan 
untuk membela diri di depan penegak hukum dan memberikan 
keterangan selengkap-lengkapnnya mengenai laporan (Suyud 
Margono, 2009:153).  
Setelah menentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan, Majelis 
Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator, 
Pelapor, dan Terlapor. Dalam menilai terjadi atau tidaknya 
pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa: 
a. Keterangan Saksi; 
b. Pendapat Ahli; 
c. Surat dan atau dokumen; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terlapor. 
Ketua Majelis Komisi memanggil Saksi, Ahli Bahasa, Ahli dan 
atau Pemerintah untuk hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan dengan 
surat panggilan yang patut. Sebelum berakhirnya Pemeriksaan 
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Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada 
Investigator, Pelapor, dan Terlapor untuk menyampaikan 
kesimpulan tertulis dan atau paparan hasil persidangan kepada 
Majelis Komisi (Pasal 50 Peraturan Komisi).  
Pemeriksaan terhadap saksi diatur dalam Pasal 51 sampai 
Pasal 54 Peraturan Komisi. Saksi adalah setiap orang atau pihak 
yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan 
keterangan guna kepentingan Pemeriksaan. Atas permintaan 
Investigator, Pelapor atau Terlapor, atau karena jabatan, Ketua 
Majelis Komisi dapat memerintahkan Saksi untuk hadir dan 
didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang 
diperintahkan wajib datang dipersidangan dan tidak diwakilkan. 
Keterangan Saksi dalam sidang dianggap sebagai alat bukti apabila 
berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri 
oleh Saksi. Biaya untuk mendatangkan Saksi ke persidangan 
menjadi beban dari pihak yang meminta kedatangan saksi (Pasal 
51 Peraturan Komisi). 
Dalam hal Saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di 
persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, 
Majelis Komisi dapat datang ke domisili Saksi untuk mengambil 
sumpah atau janji dan mendengar keterangan Saksi dimaksud. 
Namun, apabila Saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, 
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Ketua Majelis Komisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk 
membawa Saksi ke persidangan. 
Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan 
sumpah atau janji menurut agama/kepercayaannya, dengan dihadiri 
oleh Terlapor dan atau Pelapor (Pasal 52 Peraturan Komisi). Setiap 
orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan 
segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, 
untuk keperluan persidangan, kewajiban merahasiakan dimaksud 
ditiadakan (Pasal 53 Peraturan Komisi). Majelis Komisi mengajukan 
pertanyaan kepada Saksi pada saat pemeriksaan lanjutan, yang 
kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Investigator, Pelapor 
dan atau Terlapor (Pasal 54 Peraturan Komisi). 
Dalam hal Pelapor, Terlapor, atau Saksi tidak paham Bahasa 
Indonesia, Majelis Komisi dapat menunjuk Ahli Bahasa atau 
menyetujui Ahli Bahasa yang telah dipersiapkan oleh Terlapor. 
Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan, Ahli Bahasa 
diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya 
(Pasal 55 Peraturan Komisi). Ketua Majelis Komisi juga dapat 
menunjuk seorang atau beberapa orang Ahli. Ahli adalah orang 
yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan 
pelanggaran dan memberikan Pendapat guna kepentingan 
Pemeriksaan. Seorang Ahli dalam persidangan harus memberi 
pendapat, baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan 
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sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman 
dan pengetahuannya (Pasal 56 Peraturan Komisi). 
Mengenai jangka waktu pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi 
wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan 
berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari 
sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai dan dapat 
diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 57 Peraturan 
Komisi). 
2.4.7. Putusan Komisi. 
Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan 
dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak 
terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan 
administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang (Pasal 1 
angka 10 Peraturan Komisi). Penentuan Putusan Komisi dilakukan 
melalui musyawarah untuk mufakat yang dilakukan secara tertutup 
dan rahasia. Apabila Musyawarah  tidak mencapai mufakat, Putusan 
Komisi ditentukan dengan suara terbanyak (Pasal 59 Peraturan 
Komisi).  
Komisi melakukan Musyawarah untuk menilai, menganalisa, 
menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang 
cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap 
undang-undang yang terungkap dalam Sidang. Hasil Musyawarah  
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dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi. Apabila terbukti telah terjadi 
pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusan Komisi menyatakan 
Terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang (Pasal 
58 Peraturan Komisi). Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi 
yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota 
Majelis Komisi pada saat Musyawarah, maka pendapat Anggota 
Majelis Komisi tersebut harus dibuat tertulis dan merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Putusan Komisi (Pasal 60 Peraturan Komisi). 
Putusan Komisi dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan 
terbuka untuk umum. Hal-hal yang dimuat dalam putusan diatur dalam 
Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi sebagai berikut :  
“Putusan Komisi paling sedikit harus memuat: 
a. Nama terlapor; 
b. Tempat domisili usaha dari terlapor; 
c. Nama pelapor dalam hal pelapor mengajukan ganti rugi; 
d. Alamat pelapor dalam hal pelapor mengajukan ganti rugi; 
e. Ringkasan laporan dugaan pelanggaran, hasil pengawasan 
pelaku usaha, atau hasil kajian; 
f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan 
hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu 
diperiksa; 
g. Pasal-pasal dalam undang-undang yang diduga dilanggar 
oleh terlapor; 
h. Analisa terhadap penerapan pasal-pasal yang dalam 
undang-undang yang diduga dilanggar oleh terlapor; 
i. Analisa pengecualian terhadap undang-undang apabila 
dipermasalahkan; 
j. Saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila ada; 
k. Amar putusan; 
l. Hari dan tanggal pengambilan putusan; 
m. Hari dan tanggal pengucapan putusan; 
n. Nama ketua dan anggota majelis komisi yang memutus; 
o. Nama panitera”. 
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Jangka waktu untuk Putusan Komisi yakni Putusan Komisi  
dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah 
berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan. Segera setelah Majelis Komisi 
membacakan Putusan Komisi, Panitera menyampaikan Petikan dan 
Salinan Putusan Komisi kepada Terlapor. Terlapor dianggap telah 
menerima pemberitahuan Petikan dan Salinan Putusan Komisi  
terhitung sejak tanggal tersedianya Salinan Putusan Komisi dimaksud 
di website Komisi. Pemberitahuan tersebut dikirimkan ke alamat 
terakhir yang diketahuisebagaimana diatur Pasal 64 Peraturan Komisi. 
Mengenai pelaksanaan putusan komisi dalam Pasal 44 Undang-
Undang Antimonopoli mengatur bahwa dalam waktu 30 (tiga puluh) 
hari sejak terlapor menerima pemberitahuan putusan komisi, ia wajib 
melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan 
pelaksanaannya kepada komisi. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan 
Terhadap Putusan KPPU mengatur bahwa Terlapor dapat 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan 
putusan. Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang 
tidak menerima putusan KPPU. 
Terlapor yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu 
tersebut dianggap menerima putusan Komisi dan wajib melaksanakan 
putusan. Apabila diperlukan untuk menilai sejauh mana terlapor telah 
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melaksanakan putusan, sekretariat komisi dapat membentuk Tim 
Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi sebagaimana diatur Pasal 66 
Peraturan Komisi. Sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan oleh komisi 
yakni berupa sanksi tindakan administratif, sanksi pidana maupun 


















3.1. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, penelitian 
akan dilakukan pada Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha yang berkedudukan di Kota Makassar 
tepatnya berada di Menara Makassar, Jalan Nusantara No. 1. 
Pemilihan Lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa 
Perkara No. 12/KPPU-L/2011 merupakan perkara yang berada dalam 
wilayah kerja KPD KPPU Makassar, sehingga memudahkan peneliti 
untuk mendapatkan informasi dan data mengenai efektivitas 
penanganan perkara persaingan usaha. 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang peneliti gunakan yaitu: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama 
atau langsung dari subjek dan atau objek penelitian. Data tersebut 
berupa data dari hasil wawancara kepada Anggota Komisi yang 
menangani Perkara No. 12/KPPU-L/2011. 
b. Data sekunder antara lain mencakup pengumpulan dan atau 
penelusuran data berupa dokumen-dokumen dan atau jurnal-jurnal, 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian, maupun hasil-
 52 
 
hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan dan sumber media 
massa lainnya. 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai tindak lanjut setelah memperoleh data sebagaimana yang 
diharapkan, maka Teknik Pengumpulan Data yang akan peneliti 
lakukan adalah dengan melakukan wawancara, yakni mengumpulkan 
data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara akan 
dilakukan kepada pihak yang berkompeten dan terkait untuk 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Pihak tersebut yakni 
Investigator yang menangani Perkara No. 12/KPPU-L/2011.  
3.4. Teknik Analisis Data 
Keseluruhan data yang diperoleh oleh peneliti baik dari data 
primer yakni hasil wawancara maupun dari data sekunder akan diolah 
dan dianalisa secara kualitatif yang kemudian dasajikan secara 
deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 
jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola. Peneliti akan menguraikan, 
menjelaskan, dan menggambarkan mengenai efektivitas penerapan 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 





BAB  4 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1.1. Latar Belakang Didirikannya Kantor Perwakilan Daerah 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU). 
Keberadaan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
diharapkan dapat mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dimana 
tersedia kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk 
dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yang nantinya 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar secara wajar. 
Salah satu kunci eksistensi KPPU sebagai penegak UU No.5 Tahun 
1999 adalah aksesibilitas publik terhadap pelayanan yang diberikan 
oleh KPPU. Dalam tingkat praktis aksesibilitas berarti kedekatan 
institusi penegak hukum dengan mereka yang ingin mendapatkan 
pelayanan dari penegak hukumnya. Berkaitan dengan hal tersebut 
keberadaan Kantor Perwakilan Daerah (KPD) membantu KPPU 
untuk menegakkan hukum persaingan di daerah. 
Kesejahteraan tidak hanya hak orang kota. Mereka yang 
tinggal di pelosok daerah dan desa punya hak yang sama untuk 
sejahtera. KPPU menilai kesejahteraan melalui persaingan usaha 
yang sehat.Sejak berdirinya hingga kini, KPPU telah memiliki 6 
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KPD. Enam KPD tersebut berdiri di Surabaya, Balikpapan, 
Makasar, Medan, Batam dan Manado. Dari enam KPD inilah isu-isu 
kebijakan dan hukum persaingan usaha disosialisasikan. 
Secara historis, kebijakan KPPU membuka kantor per 
wakilannya dimulai pada tahun 2004. Bermula dari Medan, 
Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Kemudian pendirian KPD 
bergerak ke Batam dan Manado. Selain alasan terbatasnya 
jangkauan pusat untuk menuntaskan isu-isu persaingan di daerah, 
meningkatnya kasus persaingan tidak sehat di daerah juga menjadi 
catatan. Langkah mendirikan KPD dalam banyak hal dinilai tepat 
dan sangat strategis. Sejumlah kasus yang melibatkan masyarakat 
secara langsung terjadi lebih banyak di daerah. KPD berada di 
garda depan dalam penegakan hukum dan kebijakan persaingan 
daerah. Meski bukan menjadi tugas individu, namun para Kepala 
kantor perwakilan berada pada posisi yang sangat menentukan. 
Setidaknya strategi komunikasi dan model sosialisasi untuk 
menanamkan nilai-nilai persaingan bukan perkara mudah. 
Selain masalah budaya dan masih minimnya informasi, isu 
persaingan usaha juga terkesan ‘lebih elit’ bagi sebagian besar 
warga yang berprofesi sebagai petani, pekerja dan 
pedagang.Mungkin setiap hari mereka menghadapi persaingan 
usaha namun pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam 
berusaha masih terasa asing bagi mereka. Sehingga upaya untuk 
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terus memberikan pemahaman mengenai persaingan usaha 
kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali harus terus dilakukan.  
4.1.2. KPD KPPU Makassar 
Makassar menjadi kota terbesar di kawasan timur Indonesia. 
Wajar jika semua fasilitas dari wisata, telekomunikasi, industri, jasa 
dan perdagangan ada di Makassar. Inilah beberapa pertimbangan 
mengapa KPPU membuka kantor perwakilannya di Makassar. 
Resmi berdiri pada 12 Desember 2005, KPD Makassar dipimpin 
oleh Dendy Soetrisno (2005-2009), kemudian dipimpin oleh Abdul 
Hakim Pasaribu hingga saat ini. Berbeda dengan program awal 
berdirinya, di mana fokus KPD mengenalkan KPPU ke ranah bisnis 
di Makassar, program yang diusung Kepala KPD Abdul Hakim 
adalah mengangkat isu-isu persaingan di tingkat lokal. 
Kepala KPD Abdul Hakim memaparkan wilayah kerja KPD 
KPPU Makassar mencakup 5 wilayah di Indonesia Timur, antara 
lain Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi 
Tenggara, Dan Maluku. Sebagai salah satu KPD dengan jangkauan 
yang luas, isu-isu persaingan terbilang tidak sedikit. KPD makassar 
berkantor di Menara Makassar Lantai 1, Jalan Nusantara No. 1, 
Makassar.  
Pada awal berdirinya KPD, Luasnya wilayah menjadi salah 
satu hambatan, disamping keterbatasan anggaran dan sumber 
daya. Namun mensosialisasikan agenda persaingan yang sehat 
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tetap harus dilakukan. Medan yang ditempuh untuk menjalankan 
amanah pusat memang tidak mudah. Disamping harus melewati 
pulau, kebanyakan dilakukan melalui jalur darat. Melakukan 
audiensi ke sejumlah pimpinan daerah adalah strategi untuk 
mendapat dukungan pemerintah setempat. Harapannya melalui 
tatap muka dan sharing secara langsung dengan pemerintah dapat 
tercipta hubungan baik. 
Langkah yang dilakukan KPD Makassar menuai hasil.Dalam 
rentang waktu 7 tahun, pemahaman masyarakat terhadap hukum 
dan kebijakan persaingan mulai dirasakan. Setidaknya banyaknya 
masyarakat yang menyampaikan laporan, keluhan dan bahkan 
undangan kerjasama baik oleh asosiasi usaha, LSM, pemerintah 
dan civitas akademi (Majalah Kompetisi Edisi 33, 2012:11) 
4.1.3. Tugas dan Fungsi 
Kantor Perwakilan Daerah merupakan Kantor Perwakilan 
Komisi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi administratif 
Sekretariat Komisi di daerah. Sekretariat Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha Republik Indonesia yang untuk selanjutnya 
disebut Sekretariat Komisi adalah unsur penunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Komisi. Sekretariat komisi  
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dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang memiliki tugas 
menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kepada 
komisi. KPD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
langsung kepada Sekretaris Jenderal. Adapun wewenang 
Sekretaris Jenderal yakni : 
a. Menerima pendelegasian dari Ketua komisi, antara lain dalam hal 
penyelengaraan pembinaan pegawai dan pelaksanaan 
pengangkatan, rotasi, promosi, demosi, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai komisi; 
b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sekretaris komisi; 
c. Mewakili/merepresentasikan Sekretariat komisi dalam forum-
forum resmi sesuai penugasan dari Ketua/Wakil Ketua komisi; 
d. Memberikan otorisasi dalam dokumen-dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh Sekretariat komisi; 
e. Memberikan penugasan kepada para Kepala Biro sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing; 
f. Mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada para Kepala 
Biro sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; 
g. Mendelaegasikan kewenangannya kepada salah satu Kepala 
Biro ketika ada keperluan dinas lain atau sedang berhlangan 




KPD mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis 
operasional dan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang 
Sekretariat Komisi di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, KPD 
menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rencana dan program baik jangka pendek maupun 
jangka panjang; 
b. Pelaksanaan koordinasi program, tugas dan administrasi seluruh 
unit organisasi kantor perwakilan daerah komisi; 
c. Pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan anggaran; 
d. Perbantuan penanganan pelaporan dugaan pelanggaran 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah kerjanya; 
e. Perbantuan monitoring putusan komisi di wilayah kerjanya; 
f. Perbantuan monitoring atas pelaku usaha yang berpotensi 
melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di wilayah 
kerjanya; 
g. Perbantuan kajian yang berkaitan dengan kebijakan persaingan 
usaha di wilayah kerjanya; 
h. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja 
KPD di wilayah kerjanya serta terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi yang merupakan program kerja kantor komisi 
pusat di wilayah kerjanya; 
i. Pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan pengelolaan 
sumber daya manusia; 
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j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, tugas dan 
administrasi seluruh unit organisasi KPD.  
4.1.4. Struktur Organisasi. 










4.2. Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. 
Membahas mengenai efektivitas penerapan Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentunya berkaitan 
dengan kinerja penegak hukum dan anggota-anggota komisi sebagai 
pelaksana Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 dalam perkara-perkara 
yang ditangani. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 sendiri merupakan 
hukum acara persaingan usaha yang mengatur mengenai prosedur tata 
cara bertindak bagi komisi dalam menangani perkara, sehingga 
efektivitas penerapan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 bergantung 
Kepala KPD 















dari kinerja anggota komisi itu sendiri dalam proses penanganan 
perkara persaingan usaha sesuai yang diamanatkan Peraturan Komisi 
No.1 Tahun 2010.  
Untuk menilai kinerja komisi dalam menangani perkara, Peneliti 
melakukan analisis terhadap salah satu perkara yang berada dalam 
wilayah kerja KPD KPPU Makassar, yakni Perkara No. 12/KPPU-
L/2011. Kepala KPD KPPU Makassar, Abdul Hakim Pasaribu yang juga 
ditunjuk sebagai salah satu investigator dalam perkara tersebut 
menjelaskan bahwa Perkara No. 12/KPPU-L/2011 merupakan perkara 
berdasarkan laporan dari setiap orang yang mengetahui telah/diduga 
terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
Dalam perkara tersebut, para Terlapor memberikan Kesimpulan Hasil 
Persidangan yang memuat ketidakpuasan para Terlapor atas prosedur 
penanganan perkara yang terdiri dari : 
1. Jangka waktu penyelidikan yang diperkirakan para Terlapor 
berlangsung selama kurun waktu hampir satu tahun, yang dihitung 
berdasarkan Surat Panggilan Nomor 12.SJ/I/2011 tertanggal 6 
Januari 2011 yang didasari oleh penyelidikan No. 41/Lid-L/XII/2010 
pada Desember 2010. Terlapor beranggapan penyelidikan yang 
dilakukan investigator berlangsung selama sebelas bulan yakni sejak 
Desember 2010 hingga diterbitkannya Penetapan Komisi Nomor 
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83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tanggal 24 November 2011 tentang 
Pemeriksaan Pendahuluan.   
2. Bahwa penetapan KPPU No. 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 tentang 
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No.12/KPPU-L/2011 tertanggal 
24 November 2011 dikaitkan dengan Keputusan Majelis Komisi 
Perkara No.12/KPPU-L/2011 Nomor 01/KMK/Kep/XII/2011 tentang 
jangka waktu pemeriksaan yang dimulai dari tanggal 17 Januari 2012 
sampai dengan 28 Februari 2012 menyalahi ketentuan pasal 49 ayat 
1 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010, dimana Majelis Komisi wajib 
melakukan pemeriksaan Pendahuluan 7 hari setelah ditetapkannya 
Keputusan Komisi. Artinya dari tanggal 24 November 2011 
seharusnya pemeriksaan dimulai pada tanggal 7 Desember 2011 
bukan 17 Januari 2012.  
3. Mengenai pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi dalam penetapan 
KPPU Nomor 19/KPPU/Pen/III/2012 Tentang pemeriksaan Lanjutan 
Perkara No.12/KPPU-L/2011 jelas pemeriksaan lanjutan dimulai 
pada bulan Maret 2012 berdasarkan angka romawi III, dimana jelas 
dalam pasal 57 ayat 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 jangka 
waktu pemeriksaan lanjutan adalah 60 hari dan dapat diperpanjang 
selama 30 hari. Artinya kalau dihitung berdasarkan tanggal 30 Maret 
2012 dihitung 60 hari jatuhnya pada tanggal 25 Juni 2012 dan 




Dalam proses penangan perkara persaingan usaha, setelah 
dilakukan penyelidikan maka tahap selanjutnya dilakukan pemberkasan 
dengan jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari, kemudian 
dilakukan gelar laporan yang dilaksanakan paling lama 7(tujuh) hari 
sejak tanggal laporan hasil penyelidikan dinyatakan lengkap. Setelah itu 
barulah dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan analisis 
Peneliti, jika dihitung dari Surat Penyelidikan Nomor 41/41/Lid-
L/XII/2010 yang dikeluarkan pada Desember 2010 hingga pada 
terbitnya Surat Penetapan Komisi Nomor 83.2/KPPU/Pen/XII/2011 
tanggal 24 November 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan, maka 
memang benar bahwa jangka waktu antara dilakukannya Penyelidikan 
sampai pada dilakukannya pemeriksaan pendahuluan adalah selama 
kurang lebih 11 (Sebelas) Bulan. Namun, diantara proses penyelidikan 
dan pemeriksaan pendahuluan terdapat proses pemberkasan dengan 
jangka waktu 14 hari dan gelar laporan selama 7 hari, yang totalnya 
21(dua puluh satu hari), maka proses penyelidikan dilakukan kurang 
lebih selama 10 bulan. 
Abdul Hakim Pasaribu menerangkan bahwa jangka waktu 
menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kepada komisi paling 
lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyelidikan. Hal ini sesuai 
dengan yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi No.1 
Tahun 2010. Selain itu dalam Pasal 38 ayat (2) mengatur bahwa komisi 
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dapat menghentikan penyelidikan atau memperpanjang waktu 
penyelidikan.  
Jadi, dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tidak mengatur 
dengan jelas berapa lama perpanjangan waktu penyelidikan melainkan 
hanya berdasarkan kehendak komisi saja. Hal ini tentunya memberikan 
ketidakpastian hukum atas proses penanganan perkara bagi para pihak 
yang bersangkutan, dan dapat mengakibatkan berlarut-larutnya proses 
penanganan perkara. 
Kemudian mengenai jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan 
dimana pihak Terlapor menganggap jangka waktu dimulainya 
Pemeriksaan Pendahuluan tidak sesuai dengan yang diatur dalam 
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Menurut pihak Terlapor, 
berdasarkan diterbitkannya Penetapan Komisi tentang Pemeriksaan 
Pendahuluan tanggal 24 November 2011 maka seharusnya 
Pemeriksaan Pendahuluan dimulai pada tanggal 7 Desember 2011 
bukan pada tanggal 17 Januari seperti yang ditetapkan Komisi.  
Berkaitan dengan hal ini, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan 
bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling lama tujuh hari 
setelah ditetapkannya Keputusan Komisi. Pemeriksaan pendahuluan 
wajib diselesaikan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemeriksaan 
pendahuluan dimulai. Selanjutnya Pasal 49 ayat (1)Peraturan Komisi 
No. 1 Tahun 2010 mengatur bahwa: 
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“Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).” 
Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) mengatur bahwa : 
“Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua 
Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan 
Keputusan Komisi.” 
Berdasarkan pengaturan pasal diatas, maka seharusnya jangka 
waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan yakni dihitung tujuh hari 
sejak adanya Penetapan Pembentukan Majelis Komisi, bukan dihitung 
tujuh hari sejak Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana 
anggapan dari pihak Terlapor. 
Berdasarkan salinan Putusan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 
yang menyatakan : 
“Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan 
Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan 
Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 
14/KPPU/Kep/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penugasan 
Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan 
Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPUL/2011.” 
Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui 
pada tanggal 9 Januari 2012. Sehingga jika dihitung tujuh hari 
kemudian maka Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan mulai 17 
Januari 2012. Hal ini sudah sesuai dengan yang tertera dalam salinan 
Putusan Perkara sebagai berikut : 
“Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 
12/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi 
Nomor 1/KMK/Kep/I/2012 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan 
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Pendahuluan Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012.” 
Kemudian mengenai jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan dimana 
pihak Terlapor menganggap jangka waktu dimulai dan berakhirnya 
Pemeriksaan Lanjutan tidak sesuai dengan yang diatur dalam 
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010. Menurut pihak Terlapor, jika 
dihitung berdasarkan tanggal 30 Maret 2012 dihitung 60 hari jatuhnya 
pada tanggal 25 Juni 2012 dan perpanjangan 30 hari dimulai dari 26 
Juni 2012 sampai 6 Agustus 2012. 
Berkaitan dengan hal ini, Abdul Hakim Pasaribu menjelaskan 
bahwa Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan paling 
lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi, dan 
Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 
(enam puluh) hari sejak tanggal dimulai, serta dapat diperpanjang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. Masa perpanjangan ini ditetapkan oleh 
Majelis Komisi yang menangani perkara tersebut. 
Pemeriksaan Lanjutan pada Perkara Nomor 12/KPPU-L/2011 
ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Nomor 
19/KPPU/Pen/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.  Jangka waktu 
Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara tersebut sebagaimana yang 
tertera dalam Salinan Putusan adalah sebagai berikut : 
“Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 
12/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi 
Nomor 6/KMK/Kep/IV/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Jangka 
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Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 12/KPPUL/2011, 
yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal 9 April 2012 sampai dengan tanggal 3 Juli 
2012.” 
Apabila Penetapan Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan pada tanggal 
28 Maret 2012, maka Pemeriksaan Lanjutan dilakukan paling lama 7 
(tujuh) hari setelah penetapan tersebut yakni pada tanggal 9 April 2012. 
Kemudian jika dihitung jangka waktu dilakukannya Pemeriksaan 
Lanjutan yakni 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 April 2012 maka 
Pemeriksaan Lanjutan berakhir pada tanggal 3 Juli 2012. Selanjutnya 
mengenai jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, dalam 
Salinan Putusan tertera bahwa : 
“Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan 
Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan 
Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat 
Keputusan Majelis Komisi Nomor 12/KMK/Kep/VII/2012 tanggal 3 
Juli 2012 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 
Nomor 12/KPPUL/ 2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juli 2012 sampai 
dengan tanggal 14 Agustus 2012.” 
Berkaitan dengan hal ini, perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan 
Lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi yang menangani perkara 
tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Investigator dan yang diatur 
dalam Pasal 57 ayat (3) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, sehingga 
hal ini tidak menyalahi peraturan yang ada. 
Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa penanganan 
Perkara No. 12/KPPU-L/2011 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan 
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Komisi No. 1 Tahun 2010. Namun Peneliti menemukan terdapat 
kekurangan dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 
2010, yakni mengenai pengaturan jangka waktu Penyelidikan yang 
tidak diatur dengan jelas berapa lama jangka waktu perpanjangan 
penyelidikan. Pengaturan yang dimaksud yakni dalam Pasal 38 ayat (2)  
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 yang tidak mengatur berapa lama 
perpanjangan waktu penyelidikan, melainkan hanya berdasarkan 
kehendak komisi semata. Hal ini tentunya memberikan ketidakpastian 
hukum bagi para pihak yang berperkara sehingga perlu pengaturan 
lebih lanjut dan lebih mendetail.  
Setiap proses penanganan perkara sudah seharusnya 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, proses 
penanganan perkara persaingan usaha tentunya harus sesuai dengan 
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 yang merupakan hukum acara 
untuk penanganan perkara persaingan usaha. Pelaksanaan dan atau 
penegakan hukum acara sangat penting karena merupakan jaminan 
bagi semua orang bahwa segala proses yang dilakukan untuk 
memecahkan sebuah perkara telah dilakukan dengan benar, jujur dan 
berimbang sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu hukum acara 
diperlukan agar proses penanganan perkara menjadi lebih berkepastian 
dan terprediksi bagi masyarakat secara umum dan pelaku usaha secara 
khusus, sehingga pelaksanaan penanganan perkara harus sesuai 
dengan peraturan yang ada. Apabila proses penanganan perkara yang 
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ditangani tidak sesuai dengan peraturan yang ada tentunya akan 
mengurangi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, khususnya 
Terlapor yang dalam hal ini menyatakan keberatannya atas proses 
penanganan perkara yang terjadi. Dengan dilaksanakannya hukum 
formil secara benar dan berimbang, maka keadilan prosedural 
(Procedural Justice) dapat tercapai dan pelanggaran terhadap proses 
hukum dapat diminimalkan. 
Penegakan hukum formil yang berkaitan dengan Procedural 
Justice atau keadilan prosedur, dimana Procedural Justice adalah 
(www.wikipedia.com. Diakses pada 15/02/2013) : 
“Refers to the idea of fairness in the processes that resolve 
disputes and allocate resources. One aspect of prosedural justice 
is related to discussions of the administration of justice and legal 
proceedings. This sense of prosedural justice is connected to due 
process (US), fundamental justice (Canada), prosedural fairness 
(Australia) and natural justice (other common law jurisdictions), but 
the idea of prosedural justice can also be applied to nonlegal 
contexts in which some process is employed to resolve or divide 
benefits or burdens. Prosedural justice concern the fairness and 
the transparency of the processes by which decisions are made, 
and may be contrasted with distributive justice (fairness in the 
distribution of rights or resources),and retributive justice (fairness 
in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a decision 
is made is one step which would be considered appropriate to be 
taken in order that a process may then be characterised as 
prosedurally fair. Some theories of prosedural justice hol that fair 
prosedural leads to equitable outcomes, even if the requirements 





Yang jika diartikan dalam Bahasa Indonesia berarti:  
“Keadilan prosedural menunjuk pada gagasan tentang keadilan 
dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian 
sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan 
dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam 
proses hukum. Makna keadilan prosedural yang seperti ini dapat 
dihubungkan dengan proses peradilan yang patut (Amerika Serikat), 
keadilan fundamental (Kanada), keadilan prosedural (Australia), dan 
keadilan alamiah (Negara-negara Comon Law lainnya), namun gagasan 
tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks 
non hukum di mana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan 
konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban”. 
Dengan merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait 
erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan 
keputusan dalam mewujudkan keadilan dalam proses beracara. 
Melaksanakan proses penanganan perkara sesuai dengan prosedur 
yang ada serta mendengarkan keterangan semua pihak sebelum 
membuat keputusan menjadi langkah yang dapat diambil agar suatu 
proses dapat dianggap adil secara prosedural. 
Selain melihat pada proses penanganan perkara oleh Komisi, 
dalam menilai efektivitas suatu peraturan juga harus melihat dari faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas peraturan itu sendiri. Faktor-faktor 
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yang sangat berpengaruh dalam efektivitas Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010 yakni : 
1. Faktor Hukum itu sendiri (substansi peraturan itu sendiri) 
Substansi atau materi dari suatu produk peraturan merupakan 
faktor yang cukup penting untuk diperhatikan, dimana tanpa 
substansi atau materi yang baik dari suatu peraturan rasanya sulit 
bagi aparatur penegak hukum untuk dapat menegakkan peraturan 
tersebut secara baik pula. Suatu produk peraturan dapat dikatakan 
baik apabila hal-hal yang diatur dalam peraturan perundangan 
tersebut dirumuskan secara jelas, tegas, sistematis dan mudah untuk 
dimengerti oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan 
penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap orang yang membaca 
peraturan perundangan tersebut. 
Berkaitan dengan hal ini, Peneliti menemukan terdapat 
kekurangan dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, yakni 
mengenai pengaturan perpanjangan waktu Penyelidikan. Pengaturan 
yang dimaksud yakni dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010 yang tidak mengatur berapa lama perpanjangan waktu 
penyelidikan, melainkan hanya berdasarkan kehendak komisi 
semata.. Hal ini tentunya dapat memberikan ketidakpastian hukum 
dalam proses penanganan perkara bagi para pihak yang berperkara 
sehingga perlu pengaturan lebih lanjut dan lebih mendetail sehingga 
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lebih berkepastian hukum dan terprediksi bagi para pihak sehingga 
proses penanganan perkara tidak berlarut-larut.  
2. Faktor Penegak Hukum. 
Untuk menilai efektivitas penerapan Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010, selain melihat dari proses penanganan Perkara No. 
12/KPPU-L/2011 juga harus melihat dari bagaimana upaya penegak 
hukum (dalam hal ini komisi) untuk terus meningkatkan kualitas dan 
transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara (sebagimana 
yang telah dijelaskan dalam Bab II bahwa efektivitas yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah tercapainya tujuan Peraturan Komisi No. 
1 Tahun 2010 yaitu untuk meningkatkan kualitas dan transparansi 
dalam penanganan perkara oleh Komisi). Sebagaimana pendapat 
dari Achmad Ali (2009:378) yang menyatakan bahwa :  
“Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum scara 
umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya 
aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan 
hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, 
proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahap 
penemuan hukum, dan penerapannya terhadap terhadap suatu 
kasus konkret.” 
Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Hakim Pasaribu 
mengungkapkan bahwa Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 telah 
diseminarkan diseluruh wilayah kerja KPD Makassar. Staf Bagian 
Pencegahan KPD KPPU Makassar, Dian Kustiah mengungkapkan 
bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan Komisi 
No. 1 Tahun 2010, antara lain dengan melakukan kegiatan advokasi 
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terhadap masyarakat, terutama terhadap Pelapor dan Terlapor. 
Advokasi yang biasa dilakukan oleh Komisi berupa sosialisasi-
sosialisasi dan forum-forum diskusi yang dilakukan setiap tahunnya, 
baik diadakan sendiri oleh komisi maupun berdasarkan kerja sama 
dengan berbagai pihak. 
Selain itu, dalam meningkatkan kualitas dan transparansi 
penanganan perkara, antara lain dengan melaksanakan proses 
penanganan perkara sesuai dengan Peraturan  Komisi No. 1 Tahun 
2010. Kemudian dalam meningkatkan transparansi proses 
penanganan perkara, metode sidang yang tadinya dilakukan secara 
tertutup kemudian diubah menjadi sidang terbuka. Hal ini 
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan 
Komisi No. 1 Tahun 2010 yang mengatur bahwa Ketua Majelis 
membuka Sidang Majelis Komisi dan menyatakan Sidang Majelis 
Komisi terbuka untuk umum. 
Dalam meningkatkan efektivitas penerapan Peraturan  Komisi 
No. 1 Tahun 2010, advokasi kepada masyarakat memang sangat 
diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
mengenai pentingnya menaati Peraturan  Komisi No. 1 Tahun 2010 
demi kelancaran proses penanganan perkara. Lebih lanjut, Dian 
Kustiah menyatakan bahwa dengan adanya kesadaran dan ketaatan 
hukum dalam masyarakat terkait dengan penerapan Peraturan KPPU 
No. 1 Tahun 2010, tentunya intensitas pelanggaran terhadap 
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Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 akan berkurang. Oleh karena itu 
KPD KPPU Makassar juga senantiasa melakukan advokasi dan 
sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami isi dan maksud 
dari Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Advokasi ini terutama 
dilakukan kepada Pelapor dan Terlapor agar kesadaran hukum para 
pihak tersebut semakin tumbuh dan ketaatan mereka dalam 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diatur 
dalam Peraturan  Komisi No. 1 Tahun 2010 juga semakin tinggi.  
3. Faktor sarana atau fasilitas. 
Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung bagi 
komisi agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Jika sarana 
dan fasilitas yang digunakan  kurang atau tidak memadai, maka hal 
ini dapat menghambat kerja komisi dalam menangani perkara. 
Berkaitan dengan hal ini, Kepala KPD Makassar Abdul Hakim 
Pasaribu mengakui  bahwa sarana dan fasilitas yang ada sangat 
berpengaruh dalam melaksanakan tugas di KPD KPPU Makassar 
dalam mendukung terlaksananya tugas dan kewajiban yang 
diemban. Mengenai memadai atau tidak memadainya sarana dan 
fasilitas, Beliau  menyatakan bahwa untuk saat ini sarana dan 
fasilitas yang digunakan oleh anggota KPD KPPU Makassar dalam 
mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang untuk penanganan 
perkara sudah cukup memadai, atau dengan kata lain, sarana dan 
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fasilitas bukanlah menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan tugas 
KPD KPPU Makassar. 
Jika sarana dan fasilitas sebagai pendukung kerja komisi dirasa 
telah memadai, maka tentunya pelaksanaan peran komisi dalam 
menangani perkara dapat dilakukan dengan efektif. 
4. Faktor Kesadaran Masyarakat dan kebudayaan 
Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 
dianggap buruk (Soerjono Soekanto, 1983:59-60). Nilai yang sangat 
penting dan harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat salah 
satunya yakni nilai keadilan serta ketertiban dan ketentraman.  
Sehingga peraturan-peraturan yang dibuat harus bisa mencerminkan 
dan memfasilitasi terwujudnya nilai-nilai yang diharapkan tersebut.  
Dalam keadaan sehari-hari, nilai ketertiban biasanya disebut 
dengan keterikatan atau disiplin. Sedangkan nilai ketentraman 
adalah keadaan dimana seseorang tidak merasa khawatir, tidak 
merasa diancam dari luar, dan tidak terjadi konflik batiniah. Keadaan 
tidak tentram akan terjadi apabila ada hambatan dari pihak lain, tidak 
ada pilihan lain, maupun adanya rasa takut karena merasa tidak 
pada tempatnya (Soerjono Soekanto, 1983:60-61). 
Dunia usaha yang semakin maju pesat tentunya sangat 
mempengaruhi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Terjadinya  
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persaingan usaha yang tidak sehat akan menimbulkan hambatan-
hambatan dalam kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat merasakan ketidaktenraman dan keresahan dalam 
kehidupan perekonomiannya. Hal ini dapat menjadi dorongan bagi 
masyarakat untuk turut berperan serta dalam menyampaikan dan 
melaporkan tindakan-tindakan yang dirasa tidak baik yang terjadi 
dalam sistem/struktur pasar. Peran serta masyarakat dalam 
mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam sistem/struktur pasar 
ini dapat mencerminkan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat 
atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam persaingan usaha.   
Kepala KPD Makassar Abdul Hakim Pasaribu mengakui bahwa 
faktor kebudayaan sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap 
efektivitas penerapan peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 dalam 
penanganan perkara persaingan usaha. Hal ini terutama terkait 
dengan latar belakang kehidupan perekonomian masyarakat yang 
berbeda-beda. Masyarakat di daerah pedesaan yang latar belakang 
kehidupan ekonominya dominan sebagai petani, pekebun, pekerja 
dan pedagang dimana pengetahuan mereka mengenai persaingan 
masih rendah. Mungkin setiap hari mereka menghadapi dan atau 
melakukan pelanggaran-pelanggaran persaingan usaha namun 
pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang dalam berusaha masih 
terasa asing bagi mereka. Sehingga strategi komunikasi dan model 
sosialisasi untuk memberikan pemahaman mengenai pelanggaran-
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pelanggaran dalam persaingan usaha menjadi hal yang perlu lebih 
diperhatikan. 
Kemudian berkaitan dengan kesadaran hukum, menurut 
Achmad Ali (2009:298) kesadaran hukum terbagi dua macam yakni : 
a. Kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. 
b. Kesadaran hukum negatif, identik dengan ketidaktaatan hukum. 
Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 
terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang 
hukum yang diharapkan. Sedangkan ketaatan hukum merupakan 
penerapan atau implementasi  kesadaran hukum pada diri seseorang  
dengan menaati peraturan yang ada atau tidak melanggar peraturan 
yang ada.  
Berdasarkan hal tersebut, dalam menilai tingkat ketaatan 
masyarakat berkaitan dengan efektivitas Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, Peneliti 
melakukan analisis terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban para 
pihak yang bersangkutan dengan Perkara No. 12/KPPU-L/2011 yang 
merupakan bentuk ketaatan para pihak dalam proses perkara. Dalam 
Perkara tersebut, Peneliti menemukan ketidaktaatan dari pihak 
Terlapor dan Saksi-Saksi. Ketidaktaatan yang dimaksud yakni 
banyaknya pihak-pihak yang tidak menghadiri panggilan sidang 
komisi, baik sidang dengan agenda pemeriksaan Terlapor maupun 
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sidang dengan agenda pemeriksaan Saksi. Ketidakhadiran para 
pihak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 4.1. Ketidakhadiran Para Pihak Dalam  
Memenuhi Panggilan Komisi 
No Tanggal Agenda Pihak 
1. 17 Januari 2012 






Terlapor, tanggal  
1. Terlapor I 
2. Terlapor II 
3. Terlapor III 
4. Terlapor IV 
5. Terlapor V 
6. Terlapor VI 
2. 24 Januari 2012 






Terlapor yang tidak hadir 
dalam Sidang Majelis 
Komisi I 
1. Terlapor II 
2. Terlapor III 
3. Terlapor IV 
4. Terlapor V 
5. Terlapor VI 
3. 26 April 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Zulkifli Salam (Ketua 
Panitia Tender) 
2. Ir. Abdul Rahman (Dirut 
CV. Rahmat Rodel) 
3. Dirut PT. Mamuju Raya  
4. Dirut CV Puncak 
Harapan  
4. 3 Mei 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Zainal Arifin (Kepala 
Kantor PT. Supin Raya 
Cabang Mamuju)  
2. Panitia Tender Ulang 
5. 31 Mei 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Hasanuddin S.E., M.Si 
(Sekretaris Panitia 




2. Mas’ud S.Sos (Ketua 
LSM Poli-Poli Mamuju) 
3. Ir. Abdul Rahman  
6. 5 Juni 
2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Terlapor IV dan Terlapor V 
1. Muchtar Bello (Kepala 
Dinas Perkebunan Prov. 
Sulawesi Barat) 
2. Ir. Abdul Waris Bestari 
(Pejabat Pembuat 
Komitmen Tender Tahun 
Anggaran 2010) 
7. 6 Juni 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Zulkifli Salam 
2. Muhammad Arman 
(Anggota Panitia Tender 
Awal Tahun 2010) 
8. 12 Juni 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Dr. Ir. Teguh Wahyudi 
(Direktur Pusat 
Penelitian Kopi dan 
Kakao) 
2. kepala balai besar 
pembenihan dan proteksi 
tanaman perkebunan 
surabaya. 
9. 21 Juni 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Terlapor II, Terlapor III, 
Terlapor IV, Terlapor V 
dan Terlapor VI 
1. PT. Anugrah Langgeng 
2. PT. Istana Bunga Baru 
3. Muchtar Bello 
4. Ir. Abd. Waris Bestari 
5. Panitia Tender Ulang 
Kegiatan Gerakan 
Nasional Kakao Tahun 
Anggaran 2010. 
10. 21 Juni 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Hasanuddin, S.E., M.Si  
2. Muhammad Arman 
11. 2 Agustus 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Dirut CV Puncak 
Harapan 
2. Abdul Madjid (kepala 
UPTD Balai Pengawasan 





12. 2 Agustus 2012 
Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Terlapor II 
PT. Anugrah Langgeng 
Sentosa 
13. 6 Agustus 2012 







Sidang Majelis dengan 
agenda Pemeriksaan 
Saksi 
1. Mas’us S.Sos 
2. PT. Mamuju Raya 
 
Banyaknya Terlapor dan Saksi yang tidak menghadiri panggilan 
sidang pemeriksaan sebagaimana dalam tabel diatas menunjukkan 
kurangnya ketaatan para pihak dalam melaksanakan kewajiban untuk 
menghadiri sendiri setiap panggilan komisi. Ketidakhadiran para pihak 
tersebut tentunya juga akan mempersulit komisi untuk mendapatkan 
keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
selain giat melakukan advokasi-advokasi terhadap masyarakat, 
terutama terhadap pihak-pihak dalam perkara yang ada, Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha juga perlu membuat pengaturan 
mengenai pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan 
kewajibannya dalam proses penanganan perkara untuk meningkatkan 
ketaatan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya guna 






4.3. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Bagi KPD KPPU Makassar 
Dalam Melaksanakan Tugasnya. 
Kepala KPD KPPU Makassar, Abdul Hakim Pasaribu 
menjelaskan bahwa tugas KPD KPPU sebagai perwakilan daerah 
adalah menerima laporan dari masyarakat, melakukan klarifikasi, dan 
tugas-tugas pembantuan seperti mempermudah proses surat-
menyurat, melakukan komunikasi dengan media-media, memfasilitasi 
pemeriksaan dan sidang-sidang di daerah, dan mensosialisasikan 
Putusan-putusan komisi. Adapun faktor yang mendorong kelancaran 
tugas KPD KPPU Makassar dalam melakukan tugasnya, terutama 
datang dari adanya kesadaran mayarakat dalam melaporkan adanya 
dugaan pelanggaran, serta pro aktif dari Pelapor dalam:  
1. Pro aktif dari Pelapor dalam memberikan keterangan terkait 
dengan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat; 
2. Pro aktif dari Pelapor dalam melengkapi berkas-berkas dan 
dokumen-dokumen yang diperlukan; serta 
3. Pro aktif dari Pelapor dalam mengikuti semua prosedur yang telah 




Berkaitan dengan hal tersebut, Abdul Hakim Pasaribu 
mengatakan bahwa tingkat kesadaran mayarakat dalam melaporkan 
adanya dugaan pelanggaran menunjukkan peningkatan terhitung 
sejak berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pergerakan 
jumlah laporan yang masuk ke KPD KPPU Makassar dari Tahun 2006-
2012 dapat dilihat dalam grafik berikut: 
Grafik 4.1. Pergerakan jumlah laporan yang masuk  
ke KPD KPPU Makassar dari Tahun 2006 hingga Juni 2012 
 
 
Berdasarkan grafik diatas, jumlah informasi tertulis tender dan 
laporan resmi tender lebih banyak dibandingkan informasi tertulis non 
tender dan laporan resmi non tender. Jumlah informasi tertulis non 
tender dan laporan resmi non tender paling banyak terjadi pada tahun 
2010 sebanyak 9 informasi. Jumlah informasi tertulis tender paling 
banyak terjadi pada tahun 2007 dan 2009 masing-masing sebanyak 
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banyak terjadi pada tahun 2011 sebanyak 31 laporan. Laporan dan 
informasi yang masuk ke KPD KPPU Makassar menujukkan 
peningkatan yang besar sejak berdirinya yakni tahun 2006 hingga 
pada tahun 2007. Namun untuk tahun 2012, jumlah informasi dan 
laporan yang masuk menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai 
akhir tahun 2012, KPD KPPU Makassar telah menindaklanjuti 35 
laporan yang terdiri dari 22 laporan resmi dan 13  informasi tertulis 
baik tender maupun non tender.  
Kemudian berkaitan dengan pro aktif dari pelapor dalam 
memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran, melengkapi 
berkas-berkas dan dokumen, serta mengikuti semua prosedur yang 
telah ditentukan komisi, Abdul Hakim mengatakan bahwa pro aktif dari  
pelapor sangat penting dan dibutuhkan dalam proses penanganan 
perkara. Hal ini sebagaimana kewajiban-kewajiban pelapor yang diatur 
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010:  
Pasal 6 ayat (1) : Dalam Pemeriksaan, Pelapor wajib: 
a. Menghadiri sendiri setiap panggilan pada tahap klarifikasi dan 
penyelidikan; 
b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran pada 
tahap klarifikasi dan penyelidikan; 
c. Menyerahkan surat dan atau dokumen yang dimiliki kepada 
investigator pada tahap klarifikasi dan penyelidikan; 
d. Memberitahukan perubahan alamat kepada komisi; 
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e. Menandatangani berita acara pemeriksaan. 
Pasal 7 ayat (1) : Dalam Pemeriksaan, Pelapor sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 11 ayat (4) (Pelapor yang meminta ganti rugi) 
wajib: 
a. Menghadiri sendiri setiap panggilan; 
b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran; 
c. Menyerahkan surat dan atau dokumen yang dimiliki kepada majelis 
komisi; 
d. Memberitahukan perubahan alamat kepada komisi; 
e. Menandatangani berita acara pemeriksaan. 
Pro aktif dari pelapor dalam penanganan perkara tentunya 
memberikan pengaruh yang besar dalam kelancaran penanganan 
perkara. Keterangan yang diberikan oleh pelapor dibutuhkan mulai 
dari tahap penyampaian laporan, klarifikasi, penyelidikan hingga 
sidang majelis komisi. Pada tahap penyampaian laporan, selain 
menyertakan identitas diri pelapor juga harus menerangkan secara 
jelas, lengkap dan cermat mengenai telah terjadi pelanggaran 
terhadap undang-undang. Keterangan dari pelapor selanjutnya akan 
dinilai dalam tahap klarifikasi. Dalam klarifikasi, komisi akan 
memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang dengan 
pasal yang dilanggar serta alat bukti yang diserahkan oleh pelapor. 
Dalam hal ini keterangan dan alat bukti dari pelapor sangat 
mempengaruhi berlanjut atau tidak berlanjutnya perkara. Hal ini 
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dikarenakan apabila keterangan dari pelapor tidak dapat menyatakan 
secara jelas dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal yang 
dilanggar pada tahap  klarifikasi, maka komisi akan mengembalikan 
laporan untuk dilengkapi kembali oleh pelapor. Apabila pelapor tidak 
melengkapi laporan dalam waktu yang ditentukan maka laporan 
dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan. Namun 
apabila keterangan yang diberikan pelapor sungguh-sungguh nyata 
dan dapat dipertanggungjawabkan maka proses penanganan perkara 
akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. 
Dalam tahap penyelidikan dan sidang majelis komisi, komisi 
memanggil dan meminta keterangan serta surat-surat atau dokumen 
yang dibutuhkan dari pelapor. Jika setelah dilakukan 3 kali 
pemanggilan oleh komisi kepada pelapor namun pelapor tidak pernah 
hadir, maka majelis komisi dalam rapat komisi mengusulkan laporan 
dugaan pelanggaran tidak dapat diterima. Oleh karena itu, kesediaan 
pelapor untuk mengikuti setiap prosedur penanganan perkara dan 
kesediaan menyerahkan surat dan dokumen yang dibutuhkan komisi 
sangat penting untuk kelancaran proses penanganan perkara dan 
kepentingan pengumpulan bukti dan fakta-fakta persidangan oleh 
komisi. 
Tidak hanya pro aktif dari pelapor, dalam penanganan perkara 
juga sangat dibutuhkan kesadaran dari terlapor dan saksi-saksi untuk 
melaksanakan kewajibannya dalam proses penanganan perkara. 
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Adapun faktor yang menghambat kelancaran tugas KPD KPPU 
Makassar, Abdul Hakim Pasaribu menerangkan bahwadalam 
menangani perkara persaingan usaha, komisi terkadang menemui 
hambatan terutama dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan 
dalam sidang perkara.  
Hambatan yang dimaksud berupa kesulitan untuk mendapatkan 
data-data maupun bukti-bukti yang diperlukan yang juga dapat 
mempengaruhi lamanya waktu penanganan perkara. Kesulitan 
tersebut dikarenakan adanya ketidaktaatan para pihak terutama para 
terlapor dan saksi dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
dalam proses penanganan perkara. Adapun kewajiban terlapor yang 
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 yaitu 
:  
a. Menghadiri sendiri setiap panggilan; 
b. Memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran; 
c. Menyerahkan surat dan atau dokumen yang dimiliki kepadamajelis 
komisi; 
d. Memberitahukan perubahan alamat kepada komisi; 
e. Menandatangani berita acara pemeriksaan. 
Sedangkan kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) 
Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 yaitu  
a. Menghadiri sendiri setiap panggilan majelis komisi; 
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b. Memberikan keterangan dihadapan majelis komisi terkait dengan 
dugaan pelanggaran; 
c. Menyerahkan surat dan atau dokumen yang dimiliki kepadaMajelis 
komisi; 
d. Mengangkat sumpah sesuai dengan agama danKepercayaannya; 
e. Menandatangani berita acara pemeriksaan. 
Ketidaktaatan para terlapor dan saksi yang dapat dilihat pada 
tabel dalam pembahasan sebelumnya dapat dilihat banyaknya terlapor 
dan saksi yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menghadiri 
panggilan komisi dalam pemeriksaan tanpa memberikan alasan yang 
jelas. Ketidakhadiran para terlapor dan saksi ini tentunya memberikan 
kesulitan bagi komisi dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang sangat 
penting untuk memperoleh fakta persidangan. Adapun alat-alat bukti 
pemeriksaan komisi yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Anti 
Monopoli No. 5 Tahun 1999 terdiri dari:  
a. Keterangan saksi; 
b. Keterangan ahli; 
c. Surat atau dokumen; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan pelaku usaha. 
Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa keterangan saksi dan 
pelaku usaha merupakan alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam 
 87 
 
pemeriksaan komisi sehingga sangatlah penting kehadiran para 
terlapor dan saksi dalam setiap panggilan komisi. 
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan 
penegak hukum yakni Kepolisian untuk membantu kesulitan berupa 
menghadirkan Terlapor, Pelaku usaha maupun pihak lain yang terkait, 
Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia hadir, melakukan 
penggeledahan dan atau penyitaan surat dan dokumen, dan 
melakukan penyidikan. Koordinasi tersebut juga telah diatur dalam 
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, 
yakni dalam Pasal 35 sebagai berikut: 
(1) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang 
terkait,Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia hadir, 
makaKomisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk 
menghadirkanTerlapor. 
(2) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, 
Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia menyerahkan 
surat dan atau dokumen, maka Komisi melakukan kerjasama 
dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 
melakukan penggeledahan dan atau penyitaan surat dan/atau 
dokumen. 
(3) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, 
Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memberikan 
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infomasi yang diperlukan dalam Penyelidikan atau menghambat 
proses Penyelidikan, maka Komisi dapat menyerahkan kepada 
Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 
(4) Dalam hal Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang 
terkait, Saksi, Ahli atau setiap orang yang dipanggil tidak 
bersedia hadir dan atau tidak bersedia menyerahkan surat dan 
atau dokumen dan atau tidak bersedia memberikan infomasi 
yang diperlukan dalam Penyelidikan atau menghambat proses 
Penyelidikan, dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan 
Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 
Selain menghambat tugas komisi dalam mengumpulkan 
keterangan dan bukti, ketidaktaatan para terlapor juga akan dijadikan 
pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus. Sikap kurang 
kooperatif para terlapor dalam proses penanganan perkara dapat 
menjadi pertimbangan bagi Majelis Komisi yang dapat memberatkan 
terlapor. Begitu pula sebaliknya Majelis Komisi akan 
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terlapor yang 
dianggap telah bersikap baik dan kooperatif selama proses 
pemeriksaan. Dalam Salinan Putusan Perkara No. 12/KPPU-L/2011, 




1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 
bagi Terlapor sebagai berikut: 
a. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV (Muchtar Bello, selaku 
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat), Terlapor V (Ir. 
Abd.Waris Bestari, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tender 
KegiatanGerakan Nasional Kakao Tahun Anggaran 2010) dan 
Terlapor VI (PanitiaTender Ulang Kegiatan Gerakan Nasional Kakao 
Tahun Anggaran 2010) sebagai aparat negara seharusnya 
memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan pemerintahan 
(good governance) 
b. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV tidak kooperatif karena 
tidak pernah memenuhi panggilan Majelis Komisi untuk diperiksa 
dalam Sidang Majelis Komisi meskipun telah dipanggil secara patut; 
2. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan 
bagiTerlapor yaitu: PT Supin Raya, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas 
Perkebunan Sulbar tahun 2010 dan Panitia Tender Ulang yang telah 
bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan.  
Ketaatan para pihak terutama pelapor, terlapor, dan saksi sangat 
penting dan dibutuhkan dalam proses penanganan perkara karena 
pemenuhan kewajiban para pihak tersebut sangat memberikan 
pengaruh bagi kelancaran proses penanganan perkara, pengumpulan 
alat-alat bukti untuk menemukan fakta persidangan, juga pada 
efisiensi waktu penanganan perkara. Dalam hal ini, peneliti menilai 
selain upaya komisi untuk menjalin kerjasama dengan pihak 
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Kepolisian sebagai penyidik untuk membantu komisi, seyogyanya 
perlu dibuat pengaturan mengenai pemberian sanksi bagi pihak-pihak 
yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam proses penanganan 
perkara. Selain itu, komisi masih perlu lebih giat lagi melakukan 
advokasi-advokasi kepada masyarakat, terutama kepada pihak-pihak 
yang berperkara agar lebih menaati dan melaksanakan kewajiban-

















 BAB 5  
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
A. Efektivitas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. 
Penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara masih 
belum efektif. Walaupun proses penanganan Perkara No. 
12/KPPU-L/2011 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi 
No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, 
namun Peneliti menemukan terdapat kekurangan dalam Peraturan 
Komisi Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010, yakni tidak diaturnya 
berapa lama perpanjangan waktu penyelidikan. Pengaturan yang 
dimaksud yakni dalam Pasal 38 ayat (2)  Peraturan Komisi No. 1 
Tahun 2010 yang tidak mengatur berapa lama perpanjangan 
waktu penyelidikan, melainkan hanya berdasarkan kehendak 
komisi semata. Hal ini tentunya memberikan ketidakpastian hukum 
bagi para pihak yang berperkara sehingga perlu pengaturan lebih 
lanjut dan lebih mendetail sehingga lebih berkepastian hukum dan 
terprediksi bagi para pihak.  
Selain itu, peneliti menemukan masih kurangnya ketaatan 
para Terlapor dan Saksi dalam memenuhi kewajiban untuk 
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menghadiri setiap panggilan Komisi. Ketaatan para pihak terutama 
pelapor, terlapor, dan saksi sangat penting dan dibutuhkan dalam 
proses penanganan perkara karena pemenuhan kewajiban para 
pihak tersebut sangat memberikan pengaruh bagi kelancaran 
proses penanganan perkara, pengumpulan alat-alat bukti untuk 
menemukan fakta persidangan, juga pada efisiensi waktu 
penanganan perkara. 
B. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha dalam penanganan perkara persaingan usaha. 
Faktor yang mendorong kelancaran tugas Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha yaitu terutama datang dari adanya kesadaran 
mayarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran, serta 
pro aktif dari Pelapor dalam memberikan keterangan terkait 
dengan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat; melengkapi berkas dan dokumen yang diperlukan; 
serta mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh komisi dalam 
setiap penanganan perkara. Pro aktif dari pelapor dalam 
penanganan perkara tentunya memberikan pengaruh yang besar 
dalam kelancaran penanganan perkara. Keterangan yang 
diberikan oleh pelapor sangat dibutuhkan mulai dari tahap 
penyampaian laporan, klarifikasi, penyelidikan hingga sidang 
majelis komisi. kesediaan pelapor untuk menyerahkan surat dan 
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dokumen yang dibutuhkan komisi juga dibutuhkan untuk 
kepentingan pengumpulan bukti dan fakta-fakta persidangan oleh 
komisi.  
Adapun faktor yang menghambat kelancaran tugas Kantor 
Perwakilan Daerah KPPU Makassar dalam menangani perkara 
persaingan usaha yakni hambatan dalam proses Penyelidikan dan 
Pemeriksaan pada Sidang Majelis Komisi, berupa kesulitan untuk 
mendapatkan data maupun alat-alat bukti yang diperlukan. 
Kesulitan tersebut dikarenakan adanya ketidaktaatan para pihak 
terutama para terlapor dan saksi untuk menghadiri setiap 
panggilan komisi. 
5.2. Saran  
A. Peneliti menilai, seyogyanya harus dibuat pengaturan mengenai 
jangka waktu perpanjangan Penyelidikan dalam Peraturan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Penanganan Perkara. Hal ini sangat penting untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum dalam berperkara dan agar 
proses penanganan perkara menjadi lebih terprediksi bagi 
masyarakat dan tidak berlarut-larut, sesuai dengan tujuan 
dibentuknya  Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 
1 Tahun 2010 untuk meningkatkan kualitas dan menjamin 




B.  Peneliti menilai, seyogyanya harus dibuat pengaturan mengenai 
Sanksi terhadap ketidaktaatan para pihak dalam penanganan 
perkara, terutama bagi para Terlapor dan Saksi-saksi agar lebih 
menaati dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam proses 
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